BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

bahwa  Sekretariat Daerah  Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah sebagai dokumen perencanaan
Sekretariat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;



19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Sekretariat Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan
Sekretariat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari

RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Renja Sekretariat
Daerah.



Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,;

BAE II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII  : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Sekretaris Daerah wajib melaksanakan Renstra Sekretariat Daerah dalam rangka
mendukung capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang
tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)  Sekretaris Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra Sekretariat Daerah.

(2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala badan
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan serta penelitian
dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sekretariat Daerah Tahun
2027, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai
acuan untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027,



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 17



L.

I

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Sekretariat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Sekretariat Daerah harus selaras
dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dan Renja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan
Renstra Sekretariat Daerah dilakukan dua minggu setelah penetapan
penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Sekretariat Daerah/lintas Renstra
Sekretariat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Sekretariat Daerah yang disusun berpedoman
kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2027
disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 107
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Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra
Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini
merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan
serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Pasuruan yang
merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir
tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah yang diikuti pula dengan penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Akan tetapi dengan adanya Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka Renstra disusun untuk
periode 3 (tiga) tahun yaitu periode 2024-2026. Dokumen Renstra Perangkat
Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun

waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program
pembangunan daerah yang berisi program-program untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, kemudian dokumen
Renstra Perangkat Daerah di evaluasi dan dikendalikan untuk
mendapatkan kesesuaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 . Dalam penyusunannya Renstra Perangkat
Daerah melewati tahapan-tahapan seperti persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir
dan penetapan Renstra, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan RPD, Rensira dan Renja

dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2018



1.2

Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

d)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pemerintahanan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun
2005 - 2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMND, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



1.3

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Rencana Strategils (RENSTRA}
Sekretariat Daerah Eabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor :
050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi
Nasional (Stranas) Percepatan pengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG};

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pasuruan 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2009-2029;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Maksud Dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah menjamin adanya
keterkaitan, kesinergisan dengan RPD dalam setiap perencanaan,
penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun
anggaran selama 3 (tiga) tahun kedepan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan.
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2. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan
mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan

umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam
jangka waktu 3 {tiga) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026 terdiri dari 8 BAB dan lampirannya yang disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

Bab ]

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Pungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.5 Mitra Perangkat daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Isu-Isu Strategis
Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2024-2026
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penutup
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BAB 1I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGEAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretaris Daerah mempunyai fugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
Pelayanan administrasif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi
daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

= = s

fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Daerah mengkoordinasikan

Staf Ahli Bupati serta memimpin 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian serta
kelompok jabatan fungsional yaitu :
1. Staf Ahli

a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
2. Asisten

8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

c. Asisten Administrasi Umum,
3. Bagian

a. Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

¢. Bagian Hukum;

d. Bagian Perekonomian;

e. Bagian Administrasi Pembangunan;

f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
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g. Bagian Umum;
h. Bagian Organisasi;
i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

j. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
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Tabel I1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIS DAERAH --------------------------------------------------------------------------
[]
1
KELOMPOK JABATAN 1
FUNGSIONAL :
:
[ '
i
| '
ASISTEN ASISTEN ASISTEN STAF AHLI
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN
I ! i ] [ I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN HUKUM BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGLAN
TATA KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN ADMNISTRAS PENGADAAN uMuM ORGANISASI FROTOKOL DAN PERENCANAAN
PEMERINTAHAN RAKYAT PEMBANGUNAN BARANG/JASA KOMUNIKAS] DAN KEUANGAN
PIMPINAN
T T T T T T ] T [] 1
l = = : ! ! : : iy b
SUB SuB sus SUB SUB sus sup SUB SUB BAGIAN , sus
KOORDINATOR NOORDIMATOR KQOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR PROTOKOL '} KOORGINATOR
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Tugas dan fungsi masing-masing Staf Ahli sebagai berikut :
a. Tugas Staf Ahli :

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuai keahliannya. Staf Ahli Bupati berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

b. Fungsi Staf Ahli :
1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
hukum, politik dan pemerintahan;

b. pengumpulan data di bidang hukum, politik dan pemerintahan untuk
pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;

¢. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan
pihak lain yang terkait di bidang hukum, politik dan pemerintahan
apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan

kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu
kebijakan Pemerintah Daerah di bidang hulum, politik dan
pemerintahan;

e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di bidang hukum, politik
dan pemerintahan;

f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan di bidang hukum, pelitik
dan pemerintahan;

g penyusunan laporan kegiatan staf ahli dibidang hukum, politik dan
pemerintahan kepada Bupati yang secara administrasi melalui
Sekretaris Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia,
mempunyat fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b. pengumpulan data di kemasyarakatan dan sumber daya manusia
untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan
pihak lain yang terkait di bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan
pertimbangan kepada Bupati;

penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu
kebijakan Pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia;

penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan
dan sumber daya manusia;

penyusunan telaahan yang berkaitan dengan di  bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

penyusunan laporan kegiatan staf ahli di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia kepada bupati yang secara administrasi melalui
sekretaris daerah; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan,
mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

pengumpulan data di bidang pembangunan, ekonomi dan  keuangan
untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan
pihak lain yang terkait di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan
apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan
kepada bupati;

penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan;

penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah,
pemerintah  provinsi dan pemerintah daerah di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

penyusunan telaahan yang Dberkaitan dengan di bidang

pembangunan, ekonomi dan keuangan;

10
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penyusunan laporan kegiatan staf ahli di bidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan kepada Bupati yang secara  administrasi
melalui Sekretaris Daerah; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas dan fungsi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagai
berikut :

L

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan
fugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah, koordinasi urusan pemerintahan, dan evaluasi serta
pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hokum serta perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi layanan dukungan kesekretariatan DPRD dan perangkat daerah
yang melaksanakan wurusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda dan olah raga,
kesehatan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan
bencana daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat
beragama serta Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas, Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, tata
pemerintahan, hukum;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
Kesejahteraan Rakyat, Tata Pemerintahan dan Hukum;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Kesejahteraan
Rakyat Tata Pemerintahan dan Hukum ;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan
pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

11
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f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

g pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
di bidang Kesejahteraan Rakyat, Tata Pemerintahan dan Hukum
sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawabhi :

1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama serta fasilitasi
perangkat daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
serta Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Tata Pemerintahan
mempuyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama
dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perurmusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
Kerjasama dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah;

¢. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerjasama;

d. Pelaksanaan penyusunan konsep keputusan Bupati tentang
peresmian pemberhentian, pengangkatan dan penggantian antar
waktu anggota /pimpinan DPRD hasil pemilihan;

e. Penyiapan bahan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan Kerjasama; dan

12
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Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Tata Pemerintahan membawabhi :
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Z.Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan,
social dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempuyai
fungsi :

a.

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang mental dan keagamaan, sosial budaya dan kesejahteraan
masyarakat;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang mental dan keagamaan, sosial budaya dan
kesejahteraan masyarakat;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang mental dan keagamaan, sosial budaya
dan kesejahteraan masyarakat; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :

a.
b.

Sub Koordinator dan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

13
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3. Bagian Hukum .

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hokum dan dokumentasi dan informasi, hak
asasi manusian dan publikasi produk hukum.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan
informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-perundangan, bantuan hokum serta
dokumentasi dan informasi;

¢. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum  serta
dokumentasi dan informasi;

e. Pengoordinasian pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM); dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum membawahi:
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa serta perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian,
perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
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pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, lingkungan hidup,
pariwisata, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan
penataan ruang, infrastruktur, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, perhubungan, BUMD serta penunjang urusan

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan mempunyai fungsi :

a.

10

Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan
barang/jasa;

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan
barang/jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa
yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif
serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral
dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :
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a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian dan sumber

b. daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan
ekonomi kreatif;

¢. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian
dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan
pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;

d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan
pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;

e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
vang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber
daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan
ekonomi kreatif, dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Perekonomian membawahi:
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan.
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Untuk  melaksanakan, Bagian Administrasi Pembangunan
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi
dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program,
evaluasi dan pelaporan;

¢. Penyusunan bahan  kebijakan  perencanaan  program
pembangunan daerah meliputi penyusunan pedoman APBD dan
petunjuk teknis maupun standar kegiatan pembangunan, serta
perumusan kebijakan, maupun fasilitasi pada  pelayanan
administrasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman,
pekerjaan umum dan  penataan  ruang,  pertanahan,
perhubungan, penelitian dan pengembangan;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa.
Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
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pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawabhi :
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

IIl. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan
dan keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informastika. Statistic dan
persandian, dan perangkat daerah yang melaksanakan penunjang
urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; keuangan, dan
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi,
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi

pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
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¢. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;

d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan
dan keuangan;

e. Penyiapanpelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah;

f.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi; dan

g Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawabhi :
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga; dan

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Daerah melalui Asisten Administrasi Umum..

Bagian Umum membawahi:
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
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kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana,

serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

¢. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan reformasi Birokrasi;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah
melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi membawabhi:
a. Sub Koordinator dan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan bahan  pelaksanaan  kebijakan,
pengkoordinasian, dan pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan
dokumentasi pimpinan;
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Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait di bidang protocol, komunikasi
pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

Perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi
bidang komunikasi dan informastika, statistik dan persandian;
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protocol,
komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum.

Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan membawahi :
a. Sub Koordinator dan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

C.

Sekretariat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat
Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan,
Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Sekretariat daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampek yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi  pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi :

a. Sub Keoordinator dan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan/Jumlah pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.
Pasuruan pada saat pendataan Tahun 2022 sebanyak 153 Pegawai dengan
134 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Komposisi
pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah dapat dikelompokan sebagaimana
dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel I1.2
Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan

Bagian Pria Wanita Jumlah

Bagian Tata Pemerintahan 11 2 13
Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 5 14
Bagian Hukum 6 13
Bagian Perekonomian 8 16
Bagian Administrasi Pembangunan 11 3 14
Bagian Pengadaan Barang/Jasa 9 8 17
Bagian Umum 17 8 25
Bagian Organisasi 5 7 12
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 10 4 14
Bagian Perencanaan dan Keuangan B 6 15

TOTAL 96 49 153
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Grafik Jumlah Pegawai Sesuai Unit Kerja
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Tabel IL.3
Komposisi Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan
NAMA TINGHKAT PENDIDIEAN
» BACHaN 83 82 81 D.In DI SMU/BME | SMP 8D JUMLAH
1 |Bagian Tata Pemerintahan - 2 7 1 - 2 1 o 13
2 |Bagian Kesejahteraan Rakyat - 4 8 - - 2 - - 14
3 |Bagian Hukum - 3 5 - - 5 - - 13
4 |Bagian Perekonomian - 3 6 - - 7 - - 16
Bagian Administrasi
& | i s 4 4 1 - 5 = = 14
Bagian Pengadaan _ B _ R i ~
6 B 2/ Josa 5 12 17
7 |Bagian Umum - 2 7 3 - 13 - - 25
8 |Bagian Organisasi - 5 3 - - 4 - - 12
Bagian Protokol dan 3 } ) _ )
? |Komunikasi Pimpinan 4 7 ¢ 1
Bagian Perencanaan dan
10 - 1 9 = - 5 - - 15
Keuangan
JUMLAH 1] a1 48 5 1] 48 1 0 153
PERSENTASE 0% 20% 4% 3% 0% 31% 1% 0%

SMU/SMK % n 53
31% -s2
b |
= D.Mn
® D
B SMU/SMEK
m SMP

W sD

Grafik I1.3
Grafik Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

Keterangan:
Data Pegawai Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022
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Sumber Daya Manusia {SDM} di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti
perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang professional. Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam
melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta
perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka
perlu dilakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam
upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.
Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistic yang menggambarkan
kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan
kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya. Pengukuran
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah
sebagai berikut:

Tabel 11.4

Tabel Rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

No Nama Bagian Rata-rata Nilai IP ASN
1. Bagian Tata Pemerintahan 47,14
4 Bagian Kesejahteraan Rakyat 64,50
3. Bagian Hukum 47,25
4. Bagian Perekonomian 54,50
5. Bagian Administrasi Pembangunan 52,14
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 68,82
7. Bagian Umum 43,87
8. Bagian Organisasi 41,67
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 46,25
10 Bagian Perencanaan dan Keuangan 51,07
Jumlah Skor IP ASN: 517,21
Nilai rata-rata IP ASN Sekretariat Daerah : 51, 72

Sumber Data : IP-ASN BKN Tahun 2023

Berdasarkan nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Sekretariat
Daerah dapat dikategorikan sangat rendah ( < 60 sangat rendah)

Keterangan:
Kategori Tingkat IP ASN Nilai 91-100 : sangat tinggi; 81-90 : tinggi ; 71-80: sedang;
61-70 : rendah; $60 : sangat rendah
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan terletak di Kompleks
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM.09 Kecamatan
Bangil Kabupaten Pasuruan. Untuk menunjang kegiatan administratif dan
operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan didukung dengan
fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Secara umum sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan telah tersedia tetapi jumlahnya terbatas. Berikut kondisi sarana

prasarana pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel I1.5
Data Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Daerah
WO | NAMA BAGIAN ~ SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 2 3 4
BAGIAN TATA Laptop 5
PEMERINTAHAN
Printer 992
Mobil Avanza New 1
Sepeda Motor 5
Ups 13
P.C Unit/ Komputer PC 14
Meja Kerja Pegawai Non Strukiural 10
Meja 25
Rak Besi 8
Filling besi 8
2 BAGIAN KESEJAHTERAAN Mobil Totota Avanza
RAKYAT 1
Sepeda Motor
3
Filling Cabinet g
Kursi Kayu
13
Meja Tulis
18
AC Split
3
P.C Unit i
Lap Top 9
ups 9
Hard Copy Console 5
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NO NAMA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
i U 3 4
3 | BAGIAN HUKUM Filing Cabinet Besi 11
LapTop 7
P.C Unit 11
Printer (Peralatan Personal Komputer) i
Sepeda Motor 1
Station Wagon 1
AC Split 5
Hard Copy Console 6
Kursi Rapat 25
Scanner {Peralatan Personal Komputer) 1
4 | BAGIAN PEREKONOMIAN Laptop 10
Meja 17
P.C Unit £
Sepeda Motor 2
Rak Besi 2
Lemari/Lemari Besi 4
Kursi 24
Mesin Fotocopy 1
Scanner 1
Mesin Ketik Elektronik 1
5 | BAGIAN ADMINISTRASI Station Wagon 2
PEMBANGUNAN
Sepeda Motor 4
Filing Cabinet Besi 91
Brankas 3
AC Split 10
PC Unit 5
Laptop 14
Note Book 4
Printer {Peralatan Personal Komputer) 16
Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2
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NO 'NAMA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 2 3 4
BAGIAN PENGADAAN Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 1
BARANG/JASA Kebawah )
Station Wagon 1
AC. Window 3
P.C Unit 3
Lap Top 23
Printer (Peralatan Personal Komputer) .
Hard Copy Console 6
Kursi Rapat 10
Kursi Kerja 10
Kursi 59
7 | BAGIAN UMUM P.C Unit 28
Lap Top 39
Printer {Peralatan Personal Komputer) 34
Scanner (Peralatan Personal Komputer) 15
Sedan 8
Jeep 7
Station Wagon 27
Sepeda Motor 35
Filing Cabinet Besi 23
CCTV - Camera Control Television
System 9
8 BAGIAN ORGANISASI Laptop 5
Pe 7
Printer 10
Ac 3
Filing Cabinet Besi 6
ups 5
Lemari Kaca Arsip Buku 5
Kursi Staf g
Meja Staf 9
Kursi eselon 6
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NO NAMA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 2 3 4
9 BAGIAN PROTOKOL DAN Filing Cabinet Bes
KOMUNIKASI PIMPINAN i 3
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I1I
1
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis 1
Audio Mixing Console
2
Camera
3
P.C Unit
5
Lap Top
7
Printer
4
Scanner i
External/ Portable Hardisk 9
10 | BAGIAN PERENCANAAN DAN | PC Unit 10
KEUANGAN
Laptop 3
Printer Peralatan Console Komputer 12
Kursi Kerja Pegawai non Sruktural 12
Meja Kerja Pegawai non Struktural 12
Kursi Kerja 12
Filing Cabinet 10
Station Wagon 2
Sepeda Motor 3
Mesin Absensi 1

Dengan adanya dukungan anggaran maka kondisi sarana prasarana tersebut
akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya agar tidak menghambat
pekerjaan dan pelayanan di Sekretatiat Daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah membantu Bupati dalam
penyusunan Kkebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah, Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 dapat diketahui
dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
berdasarkan sasaranftarget Renstra Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :
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Tabel I1.6
( Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
NO | Indikator Kiners sesupi Tugas dan | Target Target Target Target Renstrs Perangkat Daerak Tahun ke- Reahzasi Capalon Rasio Capalan pada
Fungsi Perangkat Daerah NSPK KK Jindikator | 2916 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033 | 2019 | zo20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 ! 2023 | 2022 | 2023
i) 2) @) ) () ©_ o [ @ [ o [ o | an [ (3 [ @a [ g4 [ ps) [ ¢ae) | (47) | (8 [ (19 [ (20
Renstra 2018-2023
Tahun 2019-2020
|Sasaran 1 : Maningkatnya Tertih Adminlstrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Il-lasil tvaluasi atas LPPD 23.1000 | 23.1500 Dalam | Dalam nfa nfa
Proses Proses
2 |Persentase Perangkat Dasrah yang 28% 3% 37.71% | S8,92% 135% 179%
Berkinerja Sangat Baik/Nilsl SAKIP
Minimal BB
3 [Persentase OPD yang ber IKM 100% 100% 94,64% 83,97% 95% B4%
minimal Baik
4 |Persentase Produk Kebijakan B 92% 98,38% 9B% 123% 107%
Daerah yang Diterbitkan Sesuai
dengan Kebtituhan Daerah
5 |Prasentass pelaksanaan nfa 91% n/a 136% nja 145%
pengadaan barang dan jasa
malalyi &= procuramant.
3 |Preseniase pelayanan n/a 100% nfa 100% n/a 100%
kesgjahteraan sosial yang
difasilitasi
[sasaran 2 : Meningkatnys Kualites Pelay kepada Pimpinen dan Kesekretasiatan Daerah
1 |[Presentase ketersedizan 85% 86% 98,24% | 92,19% 115% 107%
kebutuhao pimplnan dan
kesekretariatan daerah
Tahun 2021
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
1 23,2000
Hasil Evaluasi atas LPPD nfa nfa
2 |Persentase Kebljakan Bidang 100% 85% B5%
Kesejahteraan Rakyat yang
difasilitasi
31 |Persentase Kebljakan Bidang 100% 104% 104%
Hukum yang terlaksana sesuai
dengan Peraturan
perundangundangan
yang berlaku
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NO | Indikatar Kinerja sesual Tugas dan | Target | Target | Target Target Renstra Perangiat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Rasio Capalan pada
Fungsi Perangkat Daerah NSPK | KK |indikator! 2999 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | o0 | 20m | 2002 | 2023 | 2019 | 200 | 2021 | 2002 | 2022

e

7T ==(2) 3 (4 {81 6} {n {8} 8 I {w {11} 12) (13} (14} {35 7 (18 (17 i18) f19) f {20}
|$asann 2 ; Meningkatnys Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pambangunan Daefah

1 |Persentase terizksananya 1009 85% -15%
Kebijakan Perekonomlan

sesuai dengan ketentuan yang
beriaku

2 |persentase ¥ebijakan terkait 100% o5 95%
pembangunan yang sesual dengan
ketentuan yang

beriaky

3 |indekTata Kelola Pengadaan 4 4 100%
Barang dan Jasa

ISasaran 3 : Menigkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 lN!Iai SAKIP Setda 84 85,23 101%

2 |persentase Perangkat Deerah yang 100% 100% 100%
Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

3 |Persentase Perangkat Daerah yang B5% 8§7,50% 103%
berkinerja sangat balk/Nilai SAKIP
minimal B8

Tahun 2022 -2023

Sasaran 1 : Meningkatnya Xualitas Kebljakan Bidang Pemnerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
1 |LPPD Tepat Walktu 1 nfa 100% nfa
1laporan|1 laporan laporan
2 [Persentase Kebijakan Bidang 100% 100% 100% nfa 100% nfa
[Kesejahteraan Rakyat yang
dilaksanakan

3 |Persentase Kebijakan Bidang 100% 1o0% 100% nfa 100% nfa
Hukum yang Diundangkan
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NO | Indikator Kinesja sesual Tugas dan | Target Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Raslo Capaian pada
Fungs| Perangkat Daerah NSPK | KK |indikator; an19 | 2000 | 3001 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 { 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2002 | 202
{1) {2} _{3) (4} s {63 @ {8) _{s} {16) {11) (12) 13 {14) f15) (16) (17} (18 (13 (20)
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah
1 |Persentase terlaksananya 100% 100% 100% nfa 100% nfa
Kebijakan Perekonomlan
2 |Persentase Kebijakan teckait 100% | 100% 100% nfa 100% nfa

pembangunan yang dilaksanakan

3 (Indek Tata Kelola Pengadaan 61 81 63,1 n/fa 103% nfa
Barang dan Jasa

|sasaran 3 : Menigkatnya Kualltas Tata Kelols Pemerintab Daerah
1 |Milai SAKIP Setda 87 B89 8551 nfa 28% nfa

2 |Persentase Perangkat Daerah vang 100% 100% 100% nfa 100% nfa
Tepat Fungsl dan Tepat Ukuran

3 |Persentase Perangkst Daevah yang 95% 100% 107% nfa 107% nfa
berkinerja sangat baik/Nilai SAKIP
minimal BB
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INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME
NO | indikator Kinerja sesuai Tugas dan | Target | Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- fealfisast Capalan Rasio Capaian pada
Fungsi Nm!btoaﬂah NSPK KK {Indikator | 2019 2020 01 2022 2023 2019 2020 201 200 2023 2019 03¢ iiral 2002 | 023
11) {2 {3} 4} (5} {6} n (8 (9} (10} (11} {12} {13) | (4 [ (18 {18 | (07 | (18) f19) | (20)
£.1 [Presentase jumiah total Proyek 0,00% | 000% | O000% % 0% 0,00% 0% 0% 0% n/a #OW/O! | #DIV/O! [ #DIV/O! [#DIV/OI| nfa
|kontruksi yang dibawa ke tahun
berikutnya yang ditandatangani
pada kuartal pertama.
5.2 {Presentase jumiah pengadaan yang 700% | 710% 7% 7,30% | 750% | 7,65% £,01% 6,00% | 1344% n/fa 109% 85% 83% 18411 nfa
dilakukan dengan metode
kompetitif
5.3 JRasio nilai betanja yang dilakukan 7200% | 7500% [ 77% 79% B0% | 7203% | 1150% | 94,76% | 43,18% | nfa 100% 15% 123% § 054658] n/fa
melalui pengadaan
5.4 {Peningkatan Penggunaan PDN dan 0,00% | 0,00% { 000% -10% 1% 0,00% 0,00% | -12,63% |567,38%] n/fa #DIV/O! [ #DIV/O! | #DW/O! | -56,738] n/fa
UMKX Pada Pelaksnaaan
Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah
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Dari Tabel 11.6 dapat digambarkan bahwa dalam periode Renstra 2018-2023
Sekretariat Daerah mengalami 3 kali perubahan sasaran dan indikator kinerja. Hal ini
mengakibatkan realisasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang bisa
dibandingkan hanya pada tahun 2019-2020 saja, sedangkan untuk tahun 2021-2023
capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi
realisasi tahun 2021 - 2023 dapat diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan
pada tahun tersebut,

Tahun 2019 -2020

Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib Administragi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Pencapaian kinerja sasaran 1 per indikator pada periode Rensira 2018-2023 yaitu

meningkatnya tertib adminisirasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut :

a. Indikator Hasil evaluasi atas LPPD
Pada tahun 2018 hasil evaluasi atas LPPD ditargetkan sangat tinggi dengan skor
3.1000 dengan realisasi melampaui target yang ditetapkan yaitu 3.4589. Pada
tahun 2019 hasil evaluasi atas LPPD ditargetkan 23.1000 dengan kategori sangat
tinggi dan tahun 2020 target meningkat menjadi 23.1500. Terhadap target tersebut
realisasi belum dapat diketahui karena nilai dari Kementrian Dalam Negeri sampai
saat ini belum ditetapkan. Meskipun hasil penilaian jawaban dari Kementrian
Dalam Negeri belum ditetapkan namun hal tersebut tidak mengurangi dari target
pencapaian kinerja hasil evaluasi atas LPPD dikarenakan data evaluasi atas LPPD
tahun 2018 di tingkat regional Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan
mendapatkan nilai 3.4589 dengan kategori sangat tinggi. Adapun yang selama ini
menjadi permasalahan adalah masih banyak perangkat daerah dan tim penyusun
LPPD yang kurang memahami dan salah persepsi terhadap pertanyaan dalam
pengisian data IKK LPPD, sehingga terus dilakukan upaya sosialisasi dan
koordinasi dalam pengisian data IKK LPPD.

b. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Sangat Baik/ Nilai
SAKIP minimal BB
Pada tahun 2018 Indikator yang digunakan adalah persentase perangkat daerah
yang berkinerja baik/akuntabel dengan target 80% dan realisasi capaiannya
adalah 100%.. Karena telah mencapai target maka pada tahun 2019 target
ditingkatkan menjadi persentase perangkat daerah yang berkinerja sangat baik/
nilai SAKIP minimal BB dengan target sebesar 28% dan tahun 2020 target
ditingkatkan menjadi 33%. Realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 37,71%
dengan rasio capaian 135%. Sedangkan tahun 2020 terealisasi 58, 92% dengan
rasio capaian 179%. Perkembangan jumlah perangkat daerah yang berkinerja
sangat baik dengan nilai SAKIP minimal BB dalam kurun waktu 2018-2019
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mengalami trend peningkatan dari 10 perangkat daerah di tahun 2018 (23,21%)
meningkat menjadi 20 perangkat daerah (35,71%). Pada tahun 2020 jumlah
perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB menurun menjadi 17 perangkat daerah,
akan tetapi diimbangi dengan peningkatan nilainya yang semula kategori BB
menjadi kategori A.Keberhasilan capaian kinerja persentase perangkat daerah yang
berkinerja sangat baik/nilai SAKIP minimal BB tidak lepas dari upaya yang
dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten Pasuruan dan Sekretariat Daerah dalam hal
ini Bagian Organisasi untuk terus melakukan bimbingan teknis, sosialisasi,
koordinasi maupun upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen perangkat
daerah terhadap peningkatan kualitas SAKIP,

Indikator Persentase OPD Ber-IKM minimal baik

Tahun 2019-2020 indikator persentase OPD ber-IKM minimal baik ditargetkan
mencapai 100%, dari target tersebut realisasi capaiannya pada tahun 2019 adalah
94, 64% dengan rasio capaian 95% . Realisasi tersebut mengalami peningkatan
yang cukup signifikan sebesar 10,71% dari realisasi tahun 2018 yang mencapai
83,93%. Pada tahun 2020 realisasi capaiannya turun menjadi 83,97% dengan
rasio capaian sebesar 84% , akan tetapi jumlah perangkat daerah yang dinilai IKM
nya meningkat dari 48 perangkat daerah pada tahun 2018 meningkat menjadi 53
perangkat daerah dan tahun 2020 100% perangkat daerah telah dinilai IKM nya
dari total 56 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Keberhasilan ini
berkat upaya yang dilakukan terus-menerus melalui kegiatan sosialisasi penilaian
indeks pelayanan publik dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan
publik serta mendorong perangkat daerah melakukan inovasi dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Indikator persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan
kebutuhan daerah

Capaian kinerja indikator persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan
sesuai dengan kebutuhan daerah dalam tahun 2019 dapat dikatakan berhasil
dengan realisasi capaian sebesar 98,38% dari target sebesar 80% dengan rasio
ketercapaian 123%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang cukup
signifikan sebesar 12,54% dari realisasi tahun 2018 yang mencapai 85,84%. Pada
tahun 2020 persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan
kebutuhan daerah terealisasi sebesar 98% dari target 92% dengan rasio capaian
107%. Keberhasilan tercapainya Kinerja persentase produk kebijakan daerah yang
diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah tidak terlepas dari upaya yang
dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum yang melakukan
koordinasi baik dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal yang lebih
tinggi terkait kebijakan yang ada di pusat maupun provinsi, monitoring dan
evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, serta
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kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan kejaksaan dalam hal penyelesaian
kasus hukum,
e. Indikator persentase pelayanan kesejahteraan soeial yang difasilitasi
Capaian kinerja indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial yang
difasilitasi pada tahun 2020 terealisasi 100% sesuai dengan target. Beberapa
faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain adalah pengajuan hibah
dan bantuan sosial ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi
persyaratan dan dilakukan satu tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Jumlah
pengajuan pada tahun 2019 sebanyak 391 proposal bantuan hibah dan bantuan
sosial. Seleksi pengajuan hibah dilakukan secara administrasi dan tinjauan
lapangan terkait legalitas penerima hibah dan bantuan sosial di wilayah
Kabupaten
Pasuruan. Dengan dilakukan seleksi tersebut agar penerima hibah dan bantuan
sosial dapat di pertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Pada tahun 2019 dengan pengajuan proposal 412 proposal yang lolos
seleksi administrasi dan faktual sebanyak 399 proposal atau 98,84%. Jadi tahun
2020 mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibandingkan tahun 2019,
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan Dan
Resekretariatan Daerah
Pencapaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada Pimpinan
dan Kesekretariatan Daerah dinilai dengan indikator persentase ketersediaan
kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah. Pencapaian kinerja sasaran
meningkatnya ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah pada
tahun 2020 melampaui target dengan ketercapaian 107% dari target sebesar 85%
dapat terealisasi sebesar 92,10% . Realisasi tersebut mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 98,24%. Pada tahun 2020
jumlah kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan direncanakan sebanyak 50.211
buah/unit/set telah dipenuhi sebanyak 46.289 buah/unit/set {92,19%). Upaya yang
dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan
kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah tidak terlepas dari upaya yang telah
dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan melakukan koordinasi yang intensif antar
bagian terkait pemenuhan data kebutuhan dan pemeliharaan barang melalui
penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). Selain itu juga telah
dilakukan komunikasi dengan pimpinan untuk mencukupi kebutuhan pimpinan dalam
menjalankan tugas.
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Tahun 2021
Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah mengalami perubahan cascading kinerja
termasuk juga sasaran kinerjanya. Tahun 2021 Sekretariat Daerah mempunyai 3 (tiga)

sasaran kinerja yang ketercapaiannya diukur dengan 9 indikator kinerja.
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Huokum Dan
Kesejahteraan Rakyat

Pencapaian sasaran 1 per - indikator yaitu meningkatnya kualitas kebijakan

bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut ;

a.

Indikator Hasil Evaluasi atas LPPD
Hasil evaluasi atas LPPD dari tahun 2019 -2021 diharapkan sesuai target yaitu
predikat sangat tinggi dengan perolehan skor sesuai atau melampaui target.
Sampai dengan buku ini disusun hasil penilaian dari Kementrian Dalam Negeri
belum ditetapkan dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan
perekonomian menurun atau melambat sehingga nilai evaluasi LPPD belum dapat
disampaikan ke seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
Indikator Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi
Capaian kinerja indikator persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang
difasilitasi pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 85% dari 100% yang ditargetkan
dikarenakan adanya refocussing anggaran akibat dari pandemi Covid-19. Target
yang tidak terpentthi ini diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2021. Pengajuan
hibah dan bantuan sosial pada Tahun 2020 sebanyak 473 proposal bantuan hibah
dan batuan sosial. Seleksi pengajuan hibah dilakukan secara administrasi dan
tinjauan lapangan terkait legalitas penerima hibah dan bantuan sosial di wilayah
Kabupaten Pasuruan. Dengan dilakukan seleksi tersebut agar penerima hibah
dan batuan sosial dapat di pertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2020 dengan pengajuan proposal 473
proposal yang lolos seleksi administrasi dan faktual sebanyak 388 proposal atau
82,03%%. Sebanyak 388 proposal yang lolos akan di cukupi hibah dan batuan
sosial pada Tahun 2021.
Indikator Persentase Kebijakan Bidang Hukum Yang Terlaksana Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Capaian kinerja indikator persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan
sesuai dengan kebutuhan daerah pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 104%
dari target sebesar 100% dengan rasio capaian 104%. Ketercapaian kinerja
persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan
daerah tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, antara lain melalui koordinasi dan kerjasama baik antara Perangkat
Daerah, Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan maupun konsultasi yang dilakukan
kepada instansi vertikal yang lebih tinggi terkait kebijakan yang ada di pusat
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maupun provinsi. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan
kebijakan juga terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
Daerah

Ketercapaian sasaran 2 per - indikator yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan
Perekonomian dan Pembangunan Daerah ditentukan oleh 3 indikator sebagai berikut:

Indikator Persentase tetlaksananya Kebijakan Perekonomian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja indikator Persentase terlaksananya Kebijakan Perekonomian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2021 terealisasi sebesar 85%
dari 100% yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan beberapa kendala antara lain
persentase alokasi DBHCHT untuk bidang penegakan hukum sebesar 25% yang
tidak dapat dialihkan sebagai alokasi perangkat daerah yang mengampu kegiatan
tersebut dan juga adanya aturan PPKM yang ketat dalam upaya pencegahan
Covid-19 sehingga kegiatan yang berupa rapat-rapat dan monitoring/pemantauan
baru mulai dilaksanakan bulan September 2021 sehingga kurang maksimal.
Adapun upaya yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah
dengan melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan dengan
mengundang perangkat daerah, monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD di
wilayah Kabupaten Pasuruan, Forum Group Discussion terkait pengendalian
pemanfaatan air bawah tanah dalamn rangka menjaga ketersediaan sumber daya
alam di wilayah Kabupaten Pasuruan, koordinasi pembahasan penggunaan dana
bagi hasil cukai tembakau, monitoring dan evaluasi bidang sumber daya alam
energi sutnber daya air serta fasilitasi pengelolaan ekonomi mikre kecil juga
pameran INAPRO di Grand City Surabaya.

Indikator Persentase Kebijakan Terkait Pembangunan yang Sesuai Dengan
Ketentuan Yang Berlakn

Capaian kinerja indikator kebijakan terkait pembangunan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku adalah sebesar 95% dari 100% yang ditargetkan, Hal ini
dikarenakan beberapa kendala yang terjadi antara lain karena Pandemi Covid 19
yang berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah, adanya recofusing anggaran
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terbatasnya personii mengakibatkan
kegiatan penyediaan kebijakan dan data pembangunan di Kabupaten Pasuruan
kurang optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung
capaian kinerja adalah dengan koordinasi reviu buku pedoman APBD, SSH dan
ASB tahun 2021, konsultasi draft peraturan kepala daerah | Buku Pedoman APBD
tahun 2022), serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman APBD,
SSH dan ASB tahun 2020.

38



c.

Rencana Strategis (RENSTRA}
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-20236

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diberikan oleh Lembaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPF) sesuai dengan Surat Edaran Kepala
LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan
Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal baik terdiri dari indikator yang mengukur
tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional dari segi Sumber Daya Manusia
(SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Pada tahun 2021
Indeks Tata kelola Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan nilai 4 (kurang). Nilai ini
sesuai dengan yang ditargetkan schingga realisasi 100%. Penilaian ini dilakukan
dalam kurun waktu 1 periode anggaran yaitu tanggal 1 Januari — 31 Desember
2021,
Dari 5§ indikator penilaian hanya tingkat kematangan UKPBJ saja yang
mendapatkan nilai 4, sedangkan 4 indikator lainnya mendapat penilaian O.
Indicator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan dalam memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP masih
kurang dari 50%, sehingga diberi nilai 0 (nol). Hal yang menjadi kendala adalah
masih kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam menginput RUP sebelum 31
Maret tahun berjalan.
Begitu juga dalam penerapan e-tendering pada SPSE yang masih diberi nilai 0 (nol).
Dalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan
kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selama ini Kabupaten Pasuruan
telah melaksanakan proses pemilihan penyedia sepenuhnya melalui SPSE, namun
masih kurang dalam pemanfataan SPSE untuk pelaksanaan kontrak. Hal tersebut
juga disebabkan karena kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan
SPSE dalam pelaksanaan kontrak dan penilaian penyedia.
Pada indicator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ juga masih diberi nilai 0 (nol)
karena belum adanya personil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan
kurangnya minat ASN Kabupaten Pasuruan untuk beralih ke jabatan fungsional.
Sedangkan pada indicator Tingkat Kematangan UKPBJ, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai 4 (empat) dihitung dari jumlah variabel
yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif yaitu 5 variabel
dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel} dikalikan dengan
bobot indikator.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan daerah digunakan 3 indikator kinerja yang meliputi:
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Indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Capaian kinerja indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2021
adalah 85,23 (A) dari nilai target 84 dengan rasio capaian 101%. Keberhasilan
capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung antara lain
kualitas perencanaan dan koordinasi antar bagian yang telah berjalan selaras
antara sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi, kegiatan
bimbingan teknis yang secara berkala dilakukan untuk peningkatan SAKIP di
lingkungan Sekretariat Daerah serta peningkatan koordinasi dengan Tim
SAKIP Kabupaten untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan
pelaporan,

Indikator Persentase Perangkat daerah yang Tepat Fungsi dan tepat
Ukuran

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan
tepat ukuran Sekretariat Daerah telah mencapai target 100%. Keberhasilan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dilakukannya perumusan
kebijakan melalui bimmbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang
kelembagaan dan analisa jabatan. Dalam mempersiapkan perumusan
kebijakan penataan struktur organisasi kelembagaan daerah yaitu
pelaksanaan penyederhanaan birokrasi atau penyetaraan jabatan administrasi
ke jabatan fungsional sesuai dengan percepatan penerapan Peraturan Menteri
PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25
Tahun 2021.

Persentase Perangkat daerah yang Berkinerja Sangat Baik/Nilai SAKIP
Minimal BB

Capaian kinerja indikator persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat
baik/nilai SAKIP minimal BB dalam tahun 2021 telah berhasil melampaui
target dengan realisasi sebesar 87,50% dari target 85% ( rasio capaian 103%).
Pada tahun 2021 perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP oleh Inspektorat
Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 56 PD. Dengan hasil tersebut maka
pada tahun 2021 persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat
baik/nilai SAKIP minimal BB mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dari 49 Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah
Perangkat daerah yang berkinerja sangat baik dengan nilai SAKIP minimal BB
dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2018-2021) menunjukkan trend
peningkatan, dari 13 Perangkat daerah atau 23,21% pada tahun 2018
meningkat menjadi 20 Perangkat daerah pada tahun 2019 atau 35,71%. Pada
tahun 2020 ada penurunan dari 20 Perangkat Daerah menjadi 17 Perangkat
Daerah, hal ini dikarenakan jumlah Perangkat Daerah yang semula kategori
BB meningkat menjadi kategori A.
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Tabun 2022-2023

Pada tahun 2022-2023 Sekretariat Daerah terdiri dari 3 sasaran strategis. Pada
masing-masing sasaran, ketercapaiannya diukur oleh 3 indikator yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Rakyat

a.

Pada indikator LPPD tepat waktu pada tahun 2022-2023 ditargetkan berupa 1
laporan. Realisasi capaian tahun 2022 telah sesuai target yaitu 1 laporan dengan
rasio capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pada saat buku ini disusun
realisasinya belum dapat diukur. Keberhasilan capaian kinerja hasil evaluasi atas
LPPD tidak terlepas dari dukungan seluruh Perangkat daerah dalam
meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci {IKK) yang telah
ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih didapati Perangkat
Daerah serta tim Penyusun LPPD yang kurang memahami pertanyasn atau salah
persepsi dalam pengisian data IKK LPPD. Sehingga dilakukan upaya dalam rangka
mendukung capaian LPPD  dengan cara melakukan sosialisasi dengan
mendatangkan narasumber baik dari Provinsi, Inspektorat, BPKP, serta Tim Pusat
yang menangani FKPPD, koordinasi, desk/asistensi terhadap pelaksanaan
penyusunan LPPD selain itu dibangun pula aplikasi dalam pengumpulan data
LPPD sehingga dapat menyajikan data LPPD yang maksimal dan dapat disusun
secara tepat waktu.

Indikator persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan,
pada tahun 2022-2023 ditargetkan tercapai 100%. Berdasarkan realisasi tahun
2022 capaian kinerja indikator persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan adalah 100% sehingga dapat memenubhi target.

Indikator persentase kebijakan bidang hukum yang diundangkan pada tahun
2022-2023 ditargetkan 100%. Pada tahun 2022 realisasinya telah mencapai target
100%. Keberhasilan ini didukung oleh upaya antara lain dengan melakukan
koordinasi dengan Perangkat daerah serta instansi terkait, adanya kerjasama
dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Kejaksaan dalam hal penyelesaian kasus
hukum, koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal yang lebih tinggi terkait
kebijakan yang ada di Pusat dan Provinsi, monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Hebijakan Perekonomian dan Pembangunan
Daerah

a.

Indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian pada tahun 2022-
2023 ditargetkan 100%. Tahun 2022 realisasi telah mencapai 100%. Adapun faktor
yang mendukung target dapat terealisasi antara lain adalah dengan adanya
koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan dengan mengundang Perangkat
Daerah dan beberapa stakeholder terkait, melakukan monitoring dan evaluasi
BUMD dan BLUD di wilayah Kabupaten Pasuruan, Focus Group Discussion
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Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka menjaga ketersediaan
sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pasuruan, koordinasi pembahasan
penggunaan dana bagij hasil cukai hasil tembakau, monitoring dan evaluasi bidang
sumber daya alam energi sumber daya air, serta fasilitasi pengelolaan ekonomi
mikro kecil dan promosi potensi daerah.

Indikator persentase kebijakan terkait pembangunan yang dilaksanakan pada
tahun 2022-2023 ditargetkan 100%. Realisasi tahun 2022 adalah 100%.
Keberhasilan ini didukung oleh adanya koordinasi reviu buku Pedoman APBD,
S8H, ASB Tahun 2022, konsultasi draft Peraturan Kepala Daerah [ Buku Pedoman
APBD Tahun 2022), melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pedoman
APBD, SSH dan ASB tahun 2020 dan 2021.

Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2022 memasang
target 61 dan tahun 2023 dengan target 81. Pada tahun 2022 indeks tata kelola
pengadaan barang dan jasa terealisasi dengan nilai 63,1 dari target 61 dengan
rasio capaian 103,4% dengan predikat culcup. Dengan nilai tersebut Kabupaten
Pasuruan berhasil menempati urutan ke-12 dalam tingkatan indeks tata Kelola
PBJ Bersama dengan Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Penilaian
indeks tata Kelola PBJ ini diberikan oleh Kepala LKPP sesuai dengan Surat Edaran
Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks tata Kelola
Pengadaan minimal baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi
Birokrasi (RB). faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai tersebut dipengaruhi
oleh beberapa komponen antara lain: penginputan SIRUP yang tidak tepat waktu,
pencatatan PPK terhadap e-purchasing dan e-fendering atau e-seleksi pada LPSE
yang tertib, belum terpenuhinya standarisasi LPSE, SDM BPBJ yang belum
memadai, serta faktor penunjang yang lain.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a.

Indikator Nilai SAKIP Setda, pada tahun 2022 ditargetkan nilai SAKIP Setda adalah
87 dan tahun 2023 adalah 89. Pada Tahun 2022 realisasi Nilai SAKIP Setda adalah
85,51 (A) . Pada tahun 2022 nilai SAKIP Sekretariat Daerah tidak memenuhi
target, hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan Indikator Kinerja
Individu (IKI) pada masing-masing ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2021 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah mengalami
peningkatan dari 85,23 di tahun 2021 meningkat menjadi 85,51 di tahun 2022
dengan rasio capaian 100,32%. Pada tahun 2023 diharapkan dapat mencapai
target yang telah ditetapkan.

Indikator persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada
tahun 2022-2023 ditargetkan dapat mencapai 100%. Realisasi capaian tahun
2022 telah memenuhi target 100%. Ketercapaian target ini antara lain didukung
oleh adanya perumusan kebijakan melalui bimbingan teknis serta monitoring dan
evaluasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
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laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai
dengan percepatan penerapan Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 dan
Permenpan RB Nomor 25 tahun 2021,

Indikator persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/nilai SAKIP
minimal BB pada tahun 2022 targetnya adalah 95% dan tahun 2023 100%. Hasil
evaluasi dari Tim SAKIP Kabupaten Pasuruan Perangkat Daerah yang berkinerja
sangat baik/nilai SAKIP minimal BB pada tahun 2022 adalah 55 perangkat daerah
atau terealisasi sebesar 107%. Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari
upaya yang telah dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Daerah
baik melalti bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi maupun upaya-upaya untuk
meningkatkan komitmen Perangkat Daerah terhadap peningkatan kualitas SAKIP.

INDIKATOR KINERJA KUNCI { IKK OUTCOME)
Dari tabel I1.5 dapat dilihat bahwa target dan realisasi capaian IKK outcome Sekretariat
Daerah adalah sebagai berikut :

1.

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang
ditandatangani pada kuartal pertama. Pada tahun 2019-2022 target masih 0%. Hal
ini dikarenakan memang tidak ada paket pekerjaan yang memiliki masa
pelaksanaan pekerjaan yang melebihi tabun anggaran {multi-years).

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Pada
tahun 2019 realisasi capaian 7,65% dari 7,00% target dengan rasio capaian
109,29%. Tahun 2020 realisasi menurun menjadi 6,01% dari angka 7,10% yang
ditargetkan dengan rasio capaian 85%. Tahun 2021 target 7,00% dan realisasi
capaiannya adalah 6,00% dengan rasio capaian 83,33%. Tahun 2022-2023 target
meningkat menjadi 7,30% dan 7,50% schingga perlu dilakukan upaya-upaya
untuk meningkatkan realisasi capaiannya agar dapat mencapai target. Pada tahun
2022 persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif telah
terealisasi sebesar 13,4%. Realisasi ini melampaui target dengan rasio capaian
sebesar 184%. Hal yang menjadi kendala dalam rangka pencapaian target adalah
adanya penurunan pagu anggaran belanja pengadaan barang dan jasa
dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Tahun 2019 ditargetkan
mencapai 72,00% dan terealisasi 72,03% dengan rasio capaian 100,04%. Pada
tahun 2020 dari 75,00% yang ditargetkan terealisasi hanya 11,50% dengan rasio
capaian 15%. Pada tahun 2022 target ditingkatkan menjadi 79% dan 80% pada
tahun 2023. Realisasi capaian pada tahun 2022 adalah 43,18% dengan rasio
capaian 54,66%. Hasil ini meningkat secara signifikan dari realisasi tahun 2021
yaitu sebesar 31,68%, meskipun belum mencapai target di tahun 2022.
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4. Peningkatan penggunaan PDN dan UMKK pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Target dari tahun 2019-2022 masih 0%. Hal yang
menjadi kendala adalah belum adanya pencatatan penggunaan PDN dan UMKK
pada tahun 2019-2021 karena instruksi merencanakan, mengalokasikan, dan
merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk
dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baru dituangkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 30 Maret
2022. Pada tahun 2022 dari -10% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar
567,38%. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan pada tahun 2022
penggunaan PDN yang semula Rp. 87.157.000.000,- meningkat menjadi Rp.
581.669.000.000,-



Tabel I1.7

(Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan
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Uradan Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Raslo antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
ke Tahun ke- Persurnbuhan
2019 2020 2021 022 2023 e Firal] 2021 b1 7] 023 | 2019 2020 021 022 2023 | Anggaran | Reailsast
(1 2 (3 (4 (5} i6} m (8] 5 {10) g [y |y [ s [ pst [ o8 T (18}
Bagian Tato Pemerintaban | 1,226.801.500 1.063.199.112 623.166.465 | 1.252.343.700 £91.835.930 | 1.179.318.325 874420350 |  575.049.550 | 1.249.179.125 9% 82% 92% 100% -12% -11%
Bagian Kesejahteraan 6.732.792.700 | 3.494,113.700 | 19.670.502.151 | 21.967.078.449 | 19.369.765.674 | 6.052.483.915 | 1630.824.370 | 16.545.623.425 | 19.639.514.358 0% 7% 4% 8% 0%, 55%
Rakyat
IBagiarl Hukum 2.007.560.900 | 1.229.367.888 | 1.023.458.870 | 1.513.617.200 806.768.680 | 1.873.5618.696 | 1189.165.779 959.043.410 | 1.352.356.900 93% 97% 4% 8% A% -1
]Bagian Perekonomian 1.320.000.700 | B3R.90B.000 | 7.392.639.300 | 884.866.312 | 1178.017.897 | 1.156.947.643 679.899.677 | 1.165.700.043 678,182,455 8% 81% 16% % -235% -33%
Bagian Adeinistrasi 814.368.300 154.310.500 701.226.282 | 1.214.940.254 602.316.124 808.946.950 132891000 | ©661.549.128 | 1.190.713.560 9% 86% 4% 9%8% -102% -128%
Pembangunan
Bagian Pengadaan 1.385.852.100 | 1403.319.745 | 1.373.701.640 | 1.999.959.100 | 1.067.861635 | 1326806323 | 1.202.557.140| 1.320.370.400 | 1.928.019.150 96% B6% 96% %% 1% 10%
Barang/lasa
Bagian Umnum 14.431.596.400 | 12.027.715.814 | 11.192,132.187 | 15.511.766.282 | 14.883.237.000 | 13.677.801.611 | 11.384.50d.533 | 10.611.728.068 | 14.663.146.387 95% 95% 95% 95% 0% L]
|Bagian Organisasi 2.931.385.500 | 1.404.736.425 | 1.258.472.850 | 1.915.000.000 813.527.051 | 2.766.765.900 | 1.236.986.255 | 1.240.292.990 | 1.891.774.350 %% B&% 99% 99% -29%, -30%
Bagian Perencanazn dan 4.978.000.000 | 17.350.493.837 | 18.467.012.880 | 21.464,961.104 | 20.483.895.779 | 4.553.338.137 | 16.571.235.967 | 17.681.441.096 | 19.662.354.541 a1% 95% 9% 92% 30% 30%
Keuangan
lBTgian Protokel dan - 685.939.000 | 1.287.641.500 | 2.298.034.010 | 1.267.732.820 - 409,543,353 | 1.256.493664 | 2.235.697.578 0% 60% 98% 9% 45% 0%
Komunikasi Pimpinan
JUMLAH| 35.828.448.100| 39.692.104.021) 62.989.964.225| 70.042,606.411 ©1.364.958.550] 33.396.027.500| 35.312.038.424| 52.017.291.774| 64.490,978.504 843%) 816%|  863% 932%) 0% -309% -165%
RATA-RATA | BA%| BN ee%| 9% 0% 31% -16%
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Realisasi anggaran, belanja pada Seckretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel I1.6.
Jumlah anggaran tersebut telah dialokasikan per sasaran pembangunan untuk dapat
mencapai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Dari gambaran di atas
dapat dilihat bahwa nilai anggaran setiap tahunnya fluktuatif disesuaikan dengan
analisa kebutuhan yang yang dilakukan oleh masing-masing bagian di lingkup
Sekretariat Daerah. Rasio antara realisasi dan anggaran secara umum di Sekretariat
Daerah dari tahun 2019 ke 2020 mengalami frend penurunan dari 84% menjadi 82%,
hal ini secara umum dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
sejumlah kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal, seiring dengan memasuki era
new normal dimana kegiatan mulai dipacu untuk memenuhi target yang telah
ditetapkan realisasi anggaran tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan
menjadi 86%. Pada tahun 2022 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 93%.
Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2019 - 2022 adalah -31% dengan rata-
rata pertumbuhan realisasi mencapai -16%.

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat Daerah bertugas
membanti Bupati dalam penyusunan Kebijakan dan pengoordinasian serta
pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
Secara umum sasaran layanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 11.8
Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah

No Nama Bagian Konsumen Layanan Uraian

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1 | Bagian Tata Seluruh PD Fasilitasi Kerjasama Pemda
Pemerintahan dengan Pemda lain dan
(sampai dengan tingkat PD)
Pihak Lke-3, fasilitasi dan
koordinasi dengan
kecamatan dan kelurahan
dalam rangka penetapan dan
penegasan batas wilayah
bersama topografi Kodam,
Pembinaan Sinergitas
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No Nama Bagian | Konsumen Layanan

Uraian

Kecamatan, Penyusunan
LKPJ, LPPD dan Laporan
SPM Kabupaten Pasuruan,
Fagilitasi pengusulan
pengangkatan dan
pemberhentian Kepala
Daerah serta pimpinan dan
anggota DPRD.

2 | Bagian Badan/Lembaga/
Kesejahteraan Organisasi

Rakyat Kemasyarakatan, Tokoh
Keagamaan, seluruh PD

Pelayanan Penyaluran hibah,
fasilitasi kegiatan keagamaan
dan koordinasi kesejahteraan
masyarakat.

3 | Bagian Hukum Seluruh PD, masyarakat
miskin, masyarakat luas

Penyusunan produk hukum
daerah, pendampingan
masalah hukum, sosialisasi
dan dokumentasi produk
hukum

II, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4 | Bagian Bappelitbangda, Dinas
Perekonomian Perikanan, Dinas
Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian,
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
koperasi dan  Usaha
Mikro, Dinas Satpol PP,
DPMFPTSP, Dinas
Pariwisata, BPKPD, PDAM,
BPR Mina Mandiri, PT.
Jalan Tol, Bl regional
Malang dan OJK regional

Terkait Inflasi  daerah,
percepatan akses keuangan

daerah, kegiatan
promosi/pameran, Badan
Usaha Milik Daerah,
Kebijakan pertanian,

kebijakan terkait dengan
energy dan air,

Malang.
5 |Bagian Seluruh PD Penyusunan SSH, ASB,
Administrasi HSPK, penyusunan Buku
Pembangunan Pedoman APBD, Monitoring

Pembangunan
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Ho | MNuamas Bagian Konsumen Layanan Uraian
6 | Bagian Pengadaan | Seluruh PD, Penyedia | Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa, barang/jasa, Katalog
Elektronik  Lokal, Toko
Daring, LPSE
II. Asisten Administrasi Umum
7 | Bagian Umum KDH/WKDH, Sekretariat | Pelayanan kedinasan
Daerah, Instansi Vertikal | Pimpinan, Penyediaan
Sarpras pendukung
8 | Bagian Organisasi | Seluruh PD Terkait Pembinaan Pelayanan
Publik, dan tata laksana,
evaluasi kelembagaan dan
analisis jabatan, fasilitasi
kinerja dan  Reformasi
Birckrasi, penyusunan LKJIP
Pemerintah Daerah
9 | Bagian Protokol KDH/WKDH Pelayanan Keprotokolan,
dan Komunikasi Komunikasi Pimpinan dan
Pimpinan Dokumentasi
10 | Bagian Sekretariat Daerah perencanaan, pelaporan dan
Perencanaan dan penatausahaan dan verifikasi
Keuangan keuangan

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
Dalam pemberian pelayanan, Sekretariat Daerah bermitra dengan Lembaga

sebagaimana tertuang dalam Tabel 11.8 di bawah ini:

Tabel 11.9

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

No

Nama Bagian

Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

I. Asisten Pemerintahan dan Kesecjahteraan Rakyat

1.

Bagian Tata

Pemerintahan

Seluruh Lembaga dan Instansi

yang mengajukan

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasuruan
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No

Nama Bagian

. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan

Pelayanan

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kodam V Brawijaya, BPN, BPS, Forkopimda

Kabupaten Pasuruan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kementrian Agama

Bagian Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH}, Polres,

Kejaksaan, Perangkat Daerah, pihak ketiga

penyusun naskah akademik (PT.
Semesta)

Inspire

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4 | Bagian Perekonomian Bank Indonesia Regional Malang, OJK Regional
Malang, Bulog, Polres, Kodim, Kejaksaan,
PDAM, BPR Mina Mandiri, PT. Jalan Tol, PT.
Pertamina, Hiswana Migas
5. | Bagian Administrasi | -
Pembangunan
6. | Bagian Pengadaan | Polres, Kejaksaan, Penyelenggara Perdagangan
Barang/Jasa Melalui Sistem Elektronik ( PPMSE]), LKPP,

Asosiasi Penyedia

II. Asisten Administrasi Umum

Keuangan

7. | Bagian Umum -
8, | Bagian Organisasi Ombudsman, Akademisi, Kemenpan RB, Biro
Organisasi, Kemendagri
9. | Bagian Protokot dan { -
Komunikasi Pimpinan
10. { Bagian Perencanaen dan | Bank Jatim, BPR Mira Mandiri

2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
dilaksanakan oleh Bagian Tata pemerintahan yaitu Kerjasama dengan wilayah
perbatasan Kabupaten Pasuruan yang meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Malang, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Probolingo.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat
Daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan
antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat, sedangkan Isu aktual merupakan kondisi yang terjadi di
luar Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan kinerja Perangkat
Daerah. Dalam menyusun Rencana Strategis Seckretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan tahun 2024-2026 telah diidentifikasi permasalahan terkait dengan
kondisi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sckretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan. Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan di Sekretarat
Daerah terkait Isu aktual yang turut berpengaruh terhadap pelayanan kinerja di
Sekretariat Daerah :
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Permasalahan Pelayanan
Sekretariat Daerah

Isu Aktual

Bagian

Proses penghimpunan data LKPJ dari Perangkat
Daerah masih dilakukan
sehingga hal tersebut memperlambat kerja
Bagian Tata Pemerintahan mengingat LKPJ
harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan pada
awal tahun anggaran. Jika tidak selesai
melebihi waktu yang ditentukan maka Kepala
Daerah dapat dikenakan sanksi

secara manual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 '

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Pemerintahan  Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Penyelenggaraan dan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian Tata Pemerintahan

Kurang lengkapnya informasi terkait materi
bahan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah

rapat evaluasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan

Bagian Tata Pemerintahan
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Permasalahan Pe
Sekretariat Daerah

Isu Aktual

Bagian

Perangkat Daerah maupun pihak ketiga kurang
memahami aturan atau format dalam membuat

dokumen Perjanjian Kerjasama

Pennendagri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata
cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Bagiah Tata Pemerintahan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang
mekanisme  pengusulan  bantuan  hibah
berakibat tidak disetujuinya usulan tersebut
dikarenakan kekurangan dan kesalahan
administratif pada propesal yang diajukan

Peraturan Bupati No. 117 Tahun 2021 tentang
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasuruan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran
hukum di masyarakat

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas keluarga
sadar hukum sehingga penegakan peraturan
perundang-undangan masih kurang optimal

Bagian Hukum

Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang
belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
(Dalam kurun waktu 2019-2022 ada 4 perda
yang belum ditindaklanjuti dari total 39
Peraturan Daerah yang diterbitkan)

UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa
Peraturan Daerah yang telah diundangkan harus
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati maksimal
12 bulan sejak Peraturan Daerah tersebut

diundangkan

Bagian Hukum
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026

No. Sekretariat Daerah Isu Aktual Bagian

7 | Pengembangan industri kfeatif belum optimal, 'Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 .tentang Bagian Perekonomian
terutama disebabkan kurangnya daya tarik | ekonomi Kreatif sehingga Pemda berkewajiban
industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, | untuk pengembangan ekonomi kreatif

model bisnis industri kreatif yang belum matang,
serta risiko usaha yang harus dihadapi

8 | Lambatnya percepatan akses keuangan daerah TPAKD Kab Pasuruan dalam menjalankan program ; Bagian Perekonomian
dan kegiatannya di lapangan berasal dari beberapa
hal, antara lain: tingkat literasi keunangan rendah,
terbatasnya dukungan dan komitmen dari pimpinan
daerah, keberlanjutan TPAKD di masa yang akan
datang, ketidaksesuaian produk dan layanan
keuangan bagi masyarakat, keterbatasan jumlah

titikk akses layanan keuangan serta terbatasnya
infrastruktur
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Sekretariat Daerah Habupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026

No. Sekretariat Daerah Isu Aktual Bagian
9. | Proses Seleksi / pengangkatan Direktur, Dewan Regulasi terkait BUMD yang sangat spesiﬁk' dalam Bagian Perekonomian
Pengawas /Komisaris BUMD yang Panjang sehingga | proses seleksi / pengangkatan Direktur, Dewan
timbul kekosongan jabatan pada BUMD tersebut Pengawas/Komisaris serta terdapatnya regulasi yang
tumpang tindih antara Pemendagri tentang
Program/Kegiatan dengan Permendagri tentang
BLUD dalam mengatur fungsi pembinaan BLUD
10. | Belum optimalnya kontribusi BUMD dalam Saat ini kontribusi BUMD terhadap PDRB nasional | Bagian Perekonomian

peningkatan perekonomian daerah

baru sekitar 0,5 persen saja. Perkembangan BUMD
masih sangat berat. Dari ribuan BUMD yang ada,
hanya sekitar 50 BUMD saja yang sehat dan
berkembang, dan kebanyakan dari kelompok
keuangan seperti perbankan
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum
maksimal

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan
Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi Dalam
Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Tahun 2024-2026
Permassishon Pelayanan
" Ne. Sekretariat Daerah Isu Aktual Bagian
11. | Rendahnya respon perangkat “daerah dalam Penyediaan aplikasi SIAPSATYA sesuai format TEPRA Bagian Administrasi Pembangunan
menyampaikan laporan realisasi fisik dan | untuk mempercepat proses pelaporan melaui koneksi
keuangan (RFK) setiap bulannya sehingga | internet
dampak keterlambatan penyampaian laporan
tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran
(TEPRA) ke pemerintah provinsi jawa timur
12 | Belum tercapainya pemenuhan Jabatan | Rencana Aksi Pemenuhan JF Pengelola PBJ yang | Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus dicapai sampai dengan 31 Desember 2023
sekurang-kurangnya 60% dari total Penetapan
Kebutuhan LKPP, namun hingga saat ini Kabupaten
Pasuruan masih tercapai 14,63%.
13 | Penggunaan PDN dan UMKK Pada Pelaksanaan | Inpres 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan | Bagian Pengadaan Barang/Jasa
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terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2024 2026
: Fermasalahas Pelayanan
No. Sekretariat Daerah Isu Aktual Bagian
14. | Pemanfaatan Sistem Pengédaan yang belum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 fe.nta.ng' .Bagian Pengadaan Barang/Jasé
maksimal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
secara elektronik menggunakan sistem informasi yang
terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) dan sistem pendukung. Pemanfaatan Sistem
Pengadaan
15 | Minimnya sarana dan prasarana di Bagian | Keterbatasan Anggaran untuk pengadaan Sarana dan | Bagian Umum
Umum karena manfaat dari sarana dan | prasarana
prasarana tersebut sudah di atas 5 tahun
16 | Kurangnya kedisiplinan SDM dalam | Kurangnya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM | Bagian Umum
melaksanakan tugas pelayanan
17 | Pelaksanaan manajemen kinerja/AKIP yang | Kurangnya Komitmen Pimpinan Perangkat daerah | Bagian Organisasi
belum optimal dan jajaran dalam pelaksanaan tanajemen
kinerja/AKIP
18 | Masih rendahnya pemahaman Perangkat daerah | Reformasi Birokrasi berbasis tematik Bagian Organisasi
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Permasalahan Pelayanan ' -
No. Sekretariat Dactah Isu Aktual Bagian

19 | Perubahan regulasi yang dinamis  yang | Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang | Bagian Organisasi
mengakibatkan penyesuaian Kelas Jabatan, Anjab, | Penyusunan Anjab dan ABK; Permenpan RB Nomor
ABK, Evjab dan SKJ. 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
Permenpan Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan; Permenpan RB Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
ASN

20 | Perubahan regulasi nomenklatur kelembagaan | Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang | Bagian Organisasi
Perangkat Daerah  yang  dinamis  yang | Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
mengakibatkan penyesuaian nomenklatur | Daerah; Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018
kelembagaan Perangkat Daerah tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah

21 | Inkonsistensi data antara target kinerja dalam | Kurangnya pemahaman terhadap target kinerja yang | Bagian Perencanaan dan Keuangan
dokumen perencanaan dan laporan realisasi | telah diperjanjikan dalam PK terhadap laporan

kinerja kinerja
22 | Penyajian laporan realisasi anggaran per bagian | Aplikasi Keuangan FMIS belum 100% memberikan | Bagian Perencanaan dan Keuangan
tidak dapat disajikan kemudahan atas berbagai laporan keuangan yang
harus disajikan.
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026
Permasalahan Pelayanan

No. Sekretariat Daerah Isu Aktual Bagian

23 Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam rangka | Keterbatasan Anggaran untuk pengadaan Sarana | Bagian Protokol dan Komunikasi
pelayanan terkait peliputan tugas kedinasan | dan prasarana Pimpinan
KDH/WKDH kurang memadai

24 | Perangkat Daerah lain yang ingin menghadirkan | Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah akan | Bagian Protokol dan Komunikasi
KDH/WKDH dalam kegiatan tertentu tidak | tupoksi Bagian Protokel dan Komunikasi Pimpinan | Pimpinan

Bagian Protokol dan

Pimpinan sehingga menyerahkan

memahami tupoksi
Komunikasi
tugas yang
Perangkat Daerah kepada Bagian Protokel dan
Komunikasi Pimpinan.

seharisnya menjadi wewenang
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Rencana Strategis (RENSTRA}
Sekretariat Daerah Eabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

Isu- isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampalknya yang signifikan bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah di masa yang akan
datang. Suatu kejadian/kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau
sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Oleh
karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang
mendasar yang diperlukan atau tantangan yang harus dihadapi untuk menuju
kondisi terbaik yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Sekretariat Daerah dapat ditentukan isu-isu strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Perangkat
Daerah
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan dari
Sckretariat Daerah dengan baik dan lancar maka perlu dilakukan
peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang meliputi antara
lain terkait penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah  Daerah  (LKPJ),
pemenuhan data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EPPD), menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan Peraturan
Bupati, Koordinasi dan Sinkronisasi antar perangkat  daerah  dalam
rangka mensinergikan kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD di
Kabupaten Pasuruan

2. Sosialisasi Kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat Terkait
Regulasi/Kebijakan
Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah maupun masyarakat atau
pihak ketiga terkait regulasi/kebijakan yang diterapkan mendorong
Sekretariat Daerah terus-menerus melakukan wupaya sosialisasi,
diantaranya terkait penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS),
sosialisasi terkait Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang
Penganggaran,
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Tahun 2024-2026

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan, penyuluhan dan sosialisasi
kepada masyarakat terkait produk hukum daerah dan informasi bidang
hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hukum
sehingga harapannya permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait
persoalan hukurm dapat diminimalisir.

Pemutakhiran Data Penunjang Pelayanan

Untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan menjawab
kebutuhan serta permasalahan yang terjadi saat ini secara tepat guna dan
tepat sasaran maka dibutuhkan data dan informasi berkualitas berbasis
rujukan data yang akurat dan up fo date. Oleh sebab itu diperlukan
updating/pemutakhiran data yang bisa menunjang pelayanan Sekretariat
Daerah. Sebagai contoh Data potensi unggulan dan ekonomi Kreatif
(Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, IKM dan UMKM)
Kabupaten Pasuruan yang tiap tahunnya sangat dinamis sehingga perlu
dilakukan updating data potensi unggulan dan ekonomi kreatif (Pertanian,
Perkebunan, Perikanan, Peternakan, IKM dan UMKM) Kabupaten
Pasuruan tiap berkala

Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Inovasi yang Dapat
Menjawab Tantangan Serta Permasalahan Pelayanan Sekretariat
Daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan
agar menjadi lebih baik serta menjawab tantangan danpermasalahan
pelayanan Sekretariat Daerah sangat diperlukan. Oleh sebab itu
Sekretariat Daerah senantiasa melakukan inovasi agar dapat memberikan
pelayanan sebaik-baiknya, Untuk mempersingkat waktu dalam
penyusunan data LKPJ yang selama ini dilakukan secara manual sehingga
memakan waktu yang lama maka dibuatlah aplikasi e-LKPJ sehingga
harapannya LKPJ dapat disusun tepat waktu, sebagai upaya untuk
menjawab permasalahan atas rendahnya respon Perangkat Daerah dalam
menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan {RFK) setiap bulannya
sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan Tim
Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) ke pemerintah Provinsi
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Jawa Timur maka diluncurkanlah aplikasi SIAP SATYA schingga
diharapkan entry data realisasi fisik dan keuangan dapat dilakukan tepat
waktu.

Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa serta pengembangan kompetensi terkait Pengadaan
Barang/Jasa

SDM pengadaan memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas
pelaksanaan pengadaan, di samping adanya regulasi dan sistem
pengadaan, Oleh karena itu pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa menjadi penting sebagaimana target Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasuruan Rencana Aksi Pemenuhan JF Pengelola PBJ
yang harus dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 sekurang-
kurangnya 60% dari total Penetapan Kebutuhan.

Pemerintah Daerah juga terus didorong untuk melakukan penguatan
peran strategis pengelola pengadaan melalui pengembangan kegiatan
pengadaan. Melalui skema penguatan peran ini, pejabat fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak hanya dibatasi pada kegiatan
yang bersifat teknis administratif seperti perencanaan pengadaan,
pemilihan penyedia, dan pengelolaan kontrak, melainkan dapat terlibat
dalam kegiatan yang lebih taktis dan strategis.

Perluasan peran ini berimplikasi terhadap ruang lingkup pekerjaan,
kebutuhan penguasaan kompetensi, hingga tingkat Lkompleksitas
pekerjaan yang dihadapi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa. Sehingga alokasi pengembangan kompetensi kepada
Pengelola Pengadaan menjadi penting,

Lebih luas lagi, pengalokasian pengembangan kompetensi juga ditujukan
kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa untuk mendukung
akuntabilitas pelaksanaan pengadaan.

Pemenuhan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk
peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat

Daerah serta Pimpinan

Dalam rangka memperlancar tugas pelayanan Sekretariat Daerah
serta pelayanan kedinasan KDH/WXDH maka sarana dan prasarana

penunjang kegiatan harus memadai.
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Perlunya Peningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dan
jajarannya dalam rangka pelaksanaan manajemen kinerja /AKIP dan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan RB oleh Kemenpan RB tahun
2021 bahwa masih belum terdapat peningkatan yang  signifikan dalam
penerapan SAKIP dan RB ini, sehingga belum dapat mendorong penerapan
budaya kinerja dan reformasi birokrasi secara  optimal, bahkan
rekomendasi  terhadap hasil evaluasi akuntabilitas  kinerja dan
reformasi birokrasi belum selurubnya ditindaklanjuti oleh Perangkat
Daerah secara optimal untuk percepatan budaya kinerja dan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi untuk itu diperlukan upaya diantaranya peningkatan
komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar penerapan SAKIP
dan RB di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih baik
dan mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka mendukung pencapaian fujuan dan sasaran
pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan merumuskan
tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam periode Renstra
Tahun 2024-2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan merupakan
dasar dalam menyusun strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Sekretariat Daerah dalam periode 2024-2026 yaitu: Meningkatnya
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu:
1. Tingkat Keterisian Data LPPD Zero TDI

2.  Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan

3. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh
dari pencapaian hasil {outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pada periode 2024-
2026 yaitu:
1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu:
a. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan yang
ditindaklanjuti;
b. Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah
yang ditindaklanjuti; _
c. Persentase Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran tersebut akan diulair melalui indikator kinerja sasaran yaitu :
Nilai SAKIP Setda
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4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan
kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih
tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading haruslah dilakukan
secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki
keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Cascading
kinerja menjelaskan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran strategis,
Indikator Kinerja Utama, dan/atau target IKU secara vertical dari level
unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.
Berdasarkan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan,
Tujuan, sasaran serta indikator tujuan dan sasaran dan target tahunan dalam
periode Renstra Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tabel IV.1 (T-C.25),
sedangkan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dapat
digambarkan pada Tabel IV.2 sebagai berikut :
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Tabel IV.1 ( Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkt Daerah

| Lt
» Indikatos Formula / Penjelasan Sasaran Fufs T
2 Tujuan/Sassran K-
2024 | 2025 | 2026
i (2} 13} 4 (5) (6) {7) (8)
1 Meningkatnya Kualitas 1. Tingkat Keterisian Data LPPD | Jumlah IKK yang terisi adalah 100 % terhadap total IKK 100% | 100% | 100%
Penyelenggaraan Zero TDI
Pemerintahan Daerah Penjelasan :
Jumilah IKK ada 612, dikatakan zero TDI bila seiuruh IKK terisi {100%)
2. Nilai Pemanfaatan Sistem Total Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan 25,00 : 26,00 | 27,00
Pengadaarn
Penjelasan :
- SIRUP:
Persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP
dikaliken dengan bobot indicator.
- E-tendering:

Resio pagu e-tendering SPSE dibandingken dengan nilai pagu e-
tendering pada SIRUP. Hasil nilai rasio dikalikan dengan bobot
indicator.

- e-purchasing melalui Katalog ataun Toko Daring:
Jumilah paket selesai dibagi dengan jumlah paket aktif dikalikan 100%
Pemda telah melakukan e-purchasing melalui Toko Daring Hasil nilai
dikalikan dengan bobot indicator

- Non e-tendering dan e-purchasing:
Presentase dari data Non e-tendering dan e-purchasing pada aplikasi
SPSE dibagi dengan data Non e-tendering dan e-purchasing pada
aplikasi SIRUP. Hasil nilai dikalikan dengan bobot indicator

- e-kontrak
Presentase dari data paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak
pada fitur e-kontrak pada aplikesi SPSE dibagi data jumlah seluruh
paket yang telah selesai metode pmilihannya pada aplikasi SPSE. Hasil
nilai dikalikan dengan bobot indikator
{ Total Skor/Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan adalah maksimal 30}
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Indikator
Tujnan/Sasaran

Formula {/ Penjetasan

Sazamn Puds Tabun

2024

—r =~

“Nilai SAKIP Komponen

Pelaporan Kinerja

Nilai SAKfP .Komponcn Pclapoi'ah Ki}u:r_ia yang ﬁhluukm Kemenpan RB

P‘ "
Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB

12,50

12,75

13,00

1. Meningkainya Kualitas
Kebjjakan pemerintah
Daerah

Persentase Kebijakan
Pemnerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan yang
Ditindaldanjuti

{Jumlah Kebijakan pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan yang
ditindaklanjuti / Total Kebijakan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan
| _vang ditargetkan) x 100%

Penjelasan:

Persentase Kebijakan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahterman yang
Ditindaklanjuti terhadap Total Kebijakan Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan yang ditargetkan

100%

100%

100%

1.2

Pergsentase Kebijakan
Perekonomian dan
Pembangunan Daerah yang
ditindak lanjuti

{(Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
/Total Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang
ditargetkan]x100%

Penjelasan:

Persentase Kebijakan Perckonomian den Pembangunan Daerah yang
ditindak lanjuti terhadap Total Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
Daerah yang ditergetkan

100%

100%

100%

1.3

Persentase Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

(Jumlah pelayanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan, perumusan
kebijakan bidang organisasi, serta perencanaan pelaporan dan pengelolaan
keuangan Sekretariat Daerah / total pelayanan tata usaha pimpinan dan
keprotokolan, perumusan kebijakan bidang organisasi, serta perencanaan
pelaporan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang ditargetkan)
x 100%

Penjelasan:

Persentase pelayanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan, perumusan
kebijakan bidang organisasj, serta perencanaan pelaporan dan pengelolaan
keuangan Sekretariat Daerah terhadap total pelayanan tata usaha
pimpinan dan keprotokolan, perumusan kebijakan bidang organisasi, serta
perencanaan pelaporan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang
ditargetkan

100%

100%

100%

2, Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

2.1

Nilai SAKIP Setda

Hasil Evaluasi/Penilaian dari Inspekiorat

Penjelasan:
Hasii evaluasi atas implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah yang

dikeluarkan oleh Inspektorat

85,80

85,85

85,90
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Tabel IV.2
Cascading Reastra PD (2024-2026)
SEKRETARIAT DAERAH
TUJUAN, Tujusn RPD;
SASARAN & Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Prima Berbesis Teknologi Informasi
INDIKATOR Indikator Tujuan RPD:
SASARAN RPD Indelka Reformasi Birokrasi
faseran RPD ;.
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Aluntabel
Indikator Sasaran RPD:
Nilai SAKIP
TUJUANPD & Tujuan PD:
INDIKATOR Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN Indikator Tujuan PD :
1. Tingkat Keterisian Data LPPD Zero TDI 2. Nilaf Pemanfaatan Sistem Pengadaan 3. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
SASARAN PD & Basaren FD :
NDIKATOR Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
SASARAN Indikator 1: Indikator 3: Indikator 3 :
Persentase Kebijakan Pemerintahan, Hukcum dan Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan 1, Persentace Tata Kelola Pemmerintahan Daerah
Kesejahteraan yang Ditindaklanjuti Desrah yang Ditindaldanjuti 2, Nilai SAKIP Setda
Formulasi Formulasi ! Formulasi:
fumlah Kebijakan Pemerintashn, Hukum dan {(Jumlah Kebijjalan Perekonnmian dan Pembangunan yang 1.{ Jumish Pelayenan tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan,
Keaejahteraan yang ditindaklanjuti/Total Kebijalcan Ditindaklanjuti/Total Kebijakan Perekonomian dan Perumusan Kebijakan Bidang Organisesi serte Perencanaan,
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan yang Pembangunan Daerah yang Ditargetkan)x100% Pelaporan dan Pengelolasn Keuangan Sekretariat Dasrah/ Total
Ditargetkanjx100% Pelayanan Tata Usaha Pitpinan dan Keprotokolan, Perumusan
Kebijakan Bidang Organisazi serta Perencanaan, Pelaporan dan
Pengelolann Keuangan Sekretariat Daerah yang Ditargetian) x 100%)
2. Hasil Penilaian SAKIP Setda oleh Tim SAKIP Kabupaten Pasuruan
FROGRAM Program: Program : Program:
SASARAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
INDIKATOR RAKYAT Sassran: KABUPATEN/KOTA
Sasaran: Tersedianya Kebijakan Perekonomian dan SDA, Kebijakan dan Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Data Pembangunan serta Fengelolaan Pengadaan Terlaksananya Admtinistrasi Tata Kelola Perangkat Dasrah dengan
Pemerintahsn, Hukum dan Kesejahiteraan Rakyat Barang/Jasa Baik
Indikator: Indikator ! Indikates:
Persentase Laporan Pelaksanaan Kebjjakan Bidang Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perckonomian, Persentase Dokumen/Laporan Admitistrasi Perangkat Daerah yang
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat SDA, Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Baik/Sesual Regulasi
yang Terlaksana Sesuai Regulasi yang Ditindaklanjuti serta Tersedianya Data Pembangunan Formulasi:

Formulasi ;
Rata-rata Persentase Laporan pelaksanaan Kebijskan
Bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan
Rakyat yang Terlaksana sesuai Regulasi

yang Terlaksana Sesuai Regulasi
Formulasi:
(Wumlah laporan Pelaksansan Kebijokan Perckonomian, SDA,
Pembangunan dan Pengelolaan Pengadasn Bareng/Jasa yang
Terlaksana sesuai Regulasi/ Total target} x 100%

WJurnlah leporan/dolumen Administrasi Perangkat dacrah yang
akurat/sesuat regulasi dibagi jumlah laporan/dokumen yang harua
dipenuhd) x 100%

67



Rencana Strategis (RENSTRA}
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 20242026

PROGRAM Program: Program :
SASARAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
INDIKATOR Sasaran: Sasaran:
Meningkatnya Kualitaz Pelaksanann Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Tersedianya Kebijaltan Perekonomian dan SDA, Kebijjakan dan Data Pembangunan serta
Kesejahteraan Ralkyat Pengelolaan Pengadeaan Barang/Jasa
Iedikator: _ Indikator :
Persentase Laporan Pelaksanaan Kebljakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan { Persentase Laporan Pelaksanasn Kebijakan Perckonomian, SDA, Pembangunan dan Pengelolaan
Rakyat yang Terlaksana Sesuai Regulasi Pengadaan Barang/Jase yang Ditindaklaniuti serta Tersedianya Data Pembangunan yang
. Terlaksana S¢suai Regulasi
KEGIATAN Keglatan Keglatan Koglatar Keglatan Keglatan Keglatap Kegiatan Kegistan
SASARAN Administrasi Tata Fasiliteai Kerjasama Pelaksanaan Fagilitasi dan Pelaksanaan Pemantavan Pelakcsanaan Pengelolaan
INDIKATOR Peraerintahan Daerah Kebijakan Koordinasi Hulkum Kebijakan Kebljakan Terkait Adrainistrasi
Kesejahteraan Perekonomian Sumber Daya Alam Pembangunan dan Jasa
_Reloyat
Sasaran! Sasaran: Sasarun: Sasaman: Basaran: Sasaran: Sasamn: Basaran:
Terlaksananya tindak Terlaksananys Terlaksananya Tersedianya Ter! Terlaksananya Tersedianya kebljalcan Terlaksananya
lanjut evaluasi familitasl kerjasama | Pembinaan Mental fasititasi perumusan Kebijakan ;| Kebijakan Dasrah dan data perumusan
penyelenggaraan yang ditindakianjui Spiritual serta penyusunan produk | Daesrah terkait Bidang Terkait Sumber pembangunan di kebljakan
pemerintahan daerah Indikator: Fasilitasi dan hukum daerah, Perekonomian, Daya Alam yang Kabupaten Paguruan pengelolaan
ladikator : Persentase fasilitasi | Evaluasi Kebijakan bantuan hulkum Perencanaan dan ditindaklanjati Indikator: pengadaan
Pereentase kerjasama yang Kesejahteraan Sosial gerta Pengawasan Ekonomi Indikator; Persentase kebijakan barang/jase yang
Terlaksananya ditindaklanjuti dan kesejahteraan pendokumentasian Mikro Kecll yang Persentase dan data ditindeklanjuti
Indikator Kinegja masyarakat dan pengelolaan Ditindaklanjuti sesuai kebijakan daerah pembangunan yang sesuai ketentuan
penyelenggaraan Indikator: informasi hukum, ketentuan yang terkait sumber daya disediakan yang berlakn
pemerintahan daemh Persentase Indikutor : Bertaku alam vang Indiketor:
Pembinasn Mental | Persentage fasilitani Indikator: ditindakianjuti Persentase
Spiritual gerta penyusunan prduk | Persentase perumusan
Fagilitasi dan hulcam daerah, Kebijakan Dacrah kebijakan
Evaluasi Kebijakan bantuan hokum terkait bidang pengelolaan
Kesejahteraan Sosial gerta Perckonomian, pengadaan
dan kesejahteraan pendokumentasian perencanaan dan barang/jasa yang
masyarakat yang dan pengelolaan pengawasan ekonomi ditindaklanjuti
dilakeanalan informasi hukum mikro kecl] yang seguai ketentuan
ditindaklanjuti sesuai yang berlaku
ketentuan yang
berlaku
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SASARAN PROGRAM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
. INDIKATOR Sagaran:
Meningkainya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hulcum dan Kesejahteraan Rakyat
Indikator:
Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuni Regulasi
KEGIATAN Keglatan Regintan Keglatan Keglatan
SASART%I Administrasi Tata Pemerintahan Pasilitasi Kerjasama Daerah Pelaknanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitesi dan Keordinasi Hukum
INDIKATOR
aus Sub Terlaksananya | Jumlah Sub Terlaksananyn | Jumlah Sub Kegistan | Tetlaksananya | Jumlah Sub Kegiatan | Terfasilitaginy | Jumlah
KEGIATAN Kegiaten Penataan Doloumen Kegiatan Fasilitasi Dekumen Fanilitasi Fasilitasi Dokumien Fasilitasi a Penyusunan | Proeduk
SASARAN Penataan Administrasi Hazil Fasilitasi Kerja Sama Hasil Pengeloloan Pengelolaan Haasil Penyusunan Produk Hukum
INDIKATOR Administrasi ; Pemerintashan | Penataan Kerja Sama | Dalam Fasilitasi Bina Mental Bina Mental Fasilitasi Produk Huloaum Dacrah yang
Pemerintaha Administrasi Dalam Negeri Kerja Sama Spiritual Spiritual Pengelolaan Hukuwm Daerah disusun
n Pemerintahan | Negeri Dalam Negeri Bina Mental Daerah
Bpiritual
Sub Terlaksananya | Jumlah Sub Terlaksananya i Jumlah Bub Kegiatan Terlaksananya | Jumlah Sub Kegiatan Terlakzananya | Jumiah kasus
Kegiatan Pengelolaan Dolcumen Kegiatan Fasilitasi Kerja | Dokumen Pelakesanaan Kebijakan, Dokumen Fasilitasi Fasilitas yang
Pengelolaan | Kewilayahan Hasl Faailitasi Sama Luar Hagil Kebijakan, Evaluasi, dan | Hasil Bantuan Bantuan mendapatlan
Administrasi Pengelolaan Kerja Sama | Negeri Fasilitasi Evaluasi, dan | Capaian Kebijakean, Hukum Hukum fasilitasi
Kewilayahan Administrasi Luar Negeri Kerja Sama Capaian Kinerja Terkait | Evaluasi, dan bantuan
Kewilayahan Luar Negeri Kinerja terkait | Kesejahteraan | Capaian
Keaejahternan | Soslal yang Kinerja Terkait
Sosial Meliput Kesejahteraan
Urusan Sosial, | Sosial yang
Transmigrasi, | Meliputi
Kesehatan, Urusan Soaial,
Pemberdayaan | Tranamigrasi,
Perempuan Kesehatan,
dan Pemberdayaan
Perlindungan | Persmpuan
Angk, dan
Administrasi Perlindungan
Kependuduka | Anak,
n Dan Administrasi
Pencatatan Kependuduka
Sipil, n Dan
Pemberdayaan | Pencatatan
Masyarakat Sipil,
dan Desa, Pemberdayaan
Pengendalian | Masyarakat
Penduduk dan | dan Desa,
KB Pengendalian
Penduduk dan
KB
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Sub Terlaksananya | Jumlah Suh Terlakzananya | Jumlah Sub Kegiatan | Terlaksananya | Jumlah Sub Kegiatan | Terlaksananya | Jumlah
Kegiatan Fagilitasi Dolumen Kegiatan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Dokumen Pendokurnent | Pendoloumenta | Produk
Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Hasil asian Produk sian Produk Huloum dan
Pelaksansan | Otonomi Fasilitasi Pelaksanaan | Kerja Sama Evaluasi Evaluasi, dan | Capaian Kebijakan, Hukum dan Hukum dan Pengelolaan
Otonomi Daerah Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Capaian Kinerja Terkait | Evaluasi, dan | Pengelolaan Pengelolaan Informasi
Daerah Otonomi Kerja Sama Kinerja terkait ; Kesejahteraan | Cepeian Informasi Informasi Hukum yang
Daerah Kesejahteraan | Masyarakat Kinerja Terkait | Hukum Hukum didekumentasi
Mesyarakat yang Meliputi | Kesejahteraan
Urusan Manyarakat
Kepemudaan yang Meliputi
dan Olahraga, | Urusan
Pariwisata, Kepemudaan
Pendidikan, dan Olahraga,
Kebudayaan, Pariwisata,
Perpustakean, ; Pendidikan,
Kearsipan, Kebudayaan,
Trantibum Perpustakaan,
Linmas Kearsipan,
Trantibum
Linmas
FROGRAM ' Program :
BASARAN PROGRAM PREREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
INDIKATOR Sasaran:
Teraedlanya Kebijjakan Perekonomian dan SDA, Kebijakan dan Data Pembangunan serta Pengelolasn Pengadaan Barang/Jasa
Indikator :
Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, SDA, Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Bareng/Jasa yang Ditindiaklanjuti serta Tersedianya Data Pembangunan vang Terlaksana Sesuai
Regulani
KEGIATAN Kegintan Kegintan Kegiatan Eeglatan
BASARAN Pelaksanaan Kebljakan Perekonomian Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Pelaksansan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Pengadasn Barang dan Jasa
INDIRATOR Alam
sUB Sub Terlaksananya | Jumlah Sub Terlaksananya | Jumiah Sub Kegiatan | Terlaksanany | Jumlah Sub Kegiatan | Terkelolanya | Jumlah
KEGIATAN Kegiatan Kootdinasi, Dokumen Kegiatan Koordinagi, Dokumen Fasilitasi a Fasilitasi | Dokumen Pengelolaan | Pengadaan Dokumen
SASARAN Koordinasi, Sinkronisasi, Haasil Koordinasi, | Sinkronisasi, Hasil Penyusunan | Penyusunan | Hagsil Pengadasan Barang dan Hasil
INDIKATOR Sinkronisasi | Monitoring Koordinasi, Sinkronisa | dan Evaluasi | Koordinasi, Prograin Progra Fasilitas] Barang dan Jasa Pengelolaan
, Monpitoring | dan Evaluasi | Sinkronisasi, si dan Kebijakar Sinkronisasi, Pembanguna | Pembanguna | Penyusupen | Jasa Pengadaan
dan Kebijakan Monitoring Evatuasi Urusan dan Evalussi n n Program Barang dan
Evaluasi Pengelolaan dan Evaluasi | Kebijakan Pertanian, Kebijakan Pembanguna Jasa
Kebijakan BUMD dan Kebijakan Pertanian, Pangan, Urusan n Daerah
Pengebolean | BLUD Pengelolaan Kehutanan | Kehutanan, Pertanian,
BUMD dan BUMD dan , Kelautan Kelautan dan Pangan,
BLUD BLUD dan Perikanan, Kehutanan,
Perikanan | Perdagangan: | Kelautan dan
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Perindusirian: | Perikanan,
RIS Popdagannm,
Benongmeonn Dopbndusiton,
Modal, Teanga | KUKM;
Koo Bonunnghus
Keria.
Sub Terlaksanany | Jumlah Sub Terlaksananya | Jumlah Sub Kegiatan | Terlaksanany | Jumlah Sub Kegiaten | Terkelolanya | Jumlah
Kegiatan a Laporan Kegiatan Koordinaai, Dokumen Pengendalian | a Laporan Pengelolasn Layanan Dokumen
Pengendali | Pengendalian | Hasil Koordinasi, | Sinkronisesi, Hasil dan Evaluasi | Pengendalian | Hasil Layanan Pengadaan Hasgil
an dan dan Pengendalian | Sinkronisasi | dan Evaluasi Koordinasi, Program dan Pengendalian | Pengadaan Secara Layanan
Distribusi Distribusi dan dan Kebijakan Sinkronisasi, Pembanguna | Evaluasi dan Secara Elektronik FPengadaan
Perckonom | Perekonomia | Distribusi Evaluasi Urusan Energi | dan Evaluasi n Program Evaluasi Elektronik Secara
ian n Perckonomia | Kebijaken dan Air, Kebijakan Pembanguna | Program Elektronik
n Energi dan Palvrfenn Urusan Energi n Pembanguna
Air Uangm-des dan Air, n
Bopntass Poleotjans
Bugag, Lragma-den
Paramohon Bonmtonn
Redorpd—daz Rurmg,
Kawaspsa Hopzmehan
Bormlimen: | Relaeddes:
Romenchan nsvesen
Parprakimens
Lertgnaban
Sub Terlakeanany | JumlahDoku Sub Kegiatan | Terlaksanany | Jumlah Sub Kegiatan | Terlaksanany | Jumlah
Kegiatan a men Hasil Pengelolaan 1 Laporan Pembinaan a Orang yang
Perencanaa | Perencanaan | Perencanaan Evaluasi dan | Pengelolaan Hasil dan Advokasi | Pembinaan Mengikuti
n dan dan dan Pelaporan Evaluasi Pengelolaan Pengadasn dan Pembinaan
Pengawasa | Pengewasan | Pengawasan Pelaksanaan | dan Evaluasi dan | Barang dan Advokasi dan
n Ekonomi Ekonomi Fembanguna | Pelaporan Pelaporan Jasa Pengadaan Advokasi
Mikro kecil Mikro Kecil n Pelaksanaan | Pelaksanaan Barang dan Pengadaan
Pembanguna | Pembanguna Jasa Barang dan
n n Jasa
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PROCGRAM Program:
SABARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR Exsainn;
Terlaknananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Baik
Indikator:
Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Ferangkat Daerah yang Baik/Seauai Regulasi
KEGIATAN Keglatan Keglatan Keglatan Kegiatan Kogiatan Kegiatan Eeghatan Keglatan Kegiatan Kegiatan Eregintsn
SASARAN Perencansan, | Administrasi | Administrasi | Administrasi { Peoyedisan | Administrasi Pengadaan Pemeliharaan Fasilitasi Pelaksanaan Penatasan Organizasi
INDIXATOR n, Keuangan Kepegawaian Keuangan Jasa Umum Barang Milik Barang Mitik Kerumahtang Protokol dan
dan Evaluast Perangkat Perangkat dan Penunjang Perangkat Daerah Darrah gaan Komunilast
Kinerja Daerah Duaerah Operagional Urusan Daerah Penunjang Pemunjang Bekretariat Pimpinan
Perangloat Kepals Pemerintahan Prusan Urusan Daerah
Daerah Dacrah dan Dagrah Pemerintah Pemerintahan
Wakil Kepala Daerah Dasrah
Daerah
Basaran; Sasarun: Sasaran: Basaran: Basaran: Sasaran; Sasaran: Sasarmn: Basaran: Basaran: Sasaran:
Tersedianya | Tersedianya | Terlaksanan | Terlaksaman | Terpenuhinys | Tersecianya | Terpenuhinya Tersediatya Terpenuhinya T Terlakaanarya
Dokumen Laporan ¥a ya penunjang kebutuhan pengadasn BMD yang kebutuhan Fasilitasi pengelolaan
Perencanaan, Keuangan Adminiatrasi | Pemenuhan operasional umm BMD dapat rumah tangga Keprotakalan kelembagaan,
Penganggatan | yang ekurat | kepegawaian | Administrasi kantor perangkat penunjang beroperasi Setda dan Komunikasi | pelayanan publik dan
dan Evaluasi Indikator: dengan baik Keuangan Indikator: daerah urusan dengan batk Indikator: Pimpinan pelaporan kinegja
yang aslaras Persentase Indikator: dan Persentase Indikator: pemerintah Indikator: Persentase Indikator: Indikator:
Indikator: Laporan Persentase Operaaional jasa Perserase daerah Persentase kebutuhan Persentase 1. Persentase
Persentase Keuangan Dekumen Kepala penunjang pemenuhan Indikstor: BMD kondisi | rumah tangga Fasilitasi pelaksanaan
Konsistensi yang sesuat | kKepegawaian | Daerah dan opetaional kebutuhan Persentase baik Setda yang Keprotokolan penyusunan dokumen
indicator dengan yang akurat | Wakil Kepala | kantor yang umum PD terpenuhi dan Kornunikasi Evaluasi
kinetja ketentuan dan seguai Daerah tersedia BMD yung Pimpinan yang Kelembagaan dan
progmam/kegla | yang dapat ketentuan Indikntor: terealisasi Terpenuhi Analisis Jabatan
tan/sub dipertanggun Perzentase 2. Persentase
kegiatan pada | gjawebkan kebutuhan kepatuhan terhadap
dokumen operasional kebijakan
rentana, KDH / Wakil penyclenggaraan
anggaran dan KDH yang pelayanan publik
evahiasi terpenuhi perangkat daerah
3. Persentase
kesestaian laporan
kinerja peranglat
daerah dengan
ketentuan
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PHMRIBNTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR Sasaran;
Terlaksananya Adminisirasi Tata Kelola Perangkat Dacrah dengan Baik
Indikator:
Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik /Sesusi Regulasi
KEGIATAN Kegiatan Kegistan Keglutan Kegistan
SASARAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Peranghkat Dacrah | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
INDIKATOR Kinetja Perangkat Daerah Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
7 Sub Kegiatan | Tersusunny | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Sub Terlaksanan | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlsh
KEGIATAN Penyusunan | a Dokumen Kegiatan Gaji dan Orang Kegiatan va Dokumen Kegiatan Gaji dan Orang
SASARAN Dokumen Dokumen Perencanaa | Penyediaan | Tunjangan | Bulan yang | Monitoring, | Monitoring, | Monitoring, | Penyediaan | Tunjangan yang
INDIKATOR Perencansan | Perencanaa | n Gaji dan ASN Menerima Evaluasi, Evaluasi, Evaluasi, Gaji dan Kepala Menerima
Peranghkat n Perangkat Tunjangan Gaji dan dan dan dan Tunjangan Daerah dan | Gaji dan
Daerah Perangkat Daerah ASN Tunjengan | Penilaian Penilaian Penilaian Kepala Walkil Tunjangan
Daerah ASN Kinerja Kinerja Kinerja Daerah dan | Kepala Kepala
Pegawai Pegawai Pegawad Walkil Dacrah Daerah
Kepala dan Wakil
Daerah Kepala
Daerah
Sub Kegiatan | Tersedianya | Jumlah Sub Terlaksana | Jumlah Sub Terlaksanan | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah
Keoordinasi Laporan Laporan Kegiatan nya Dokumen Kegiatan y& Orang yang | Kegiatan Pakaian Palcet
dan Capaian Capaian Pelaksanasa | Penatausah | Penatausah | Bimbingan | Bimbingan Mengiluti Penyediaan | Dinaes Pakaian
FPenyusunan Kinerja dan | Kinerja dan n aan dan aan dan Teknis Teknis Bimbingan Pakaian dan Dinas dan
Laporan Ikhtizay Ikhtisar Penatausah | Pengujlan/ | Pengujian/ | Implementa | Implementa | Teknis Dinas dan Atribut Atribut
Capaian Realisasi Realisasi aan dan Verifikasi Verifikasi si gi Peraturan | Implementa | Atribut Kelengkapa | Kelengkapa
Kinerja dan Kinetja Kinerja Pengujian/ | Keuangan Ke Peraturan Perundang- | si Peraturan | Kelengkapa | n Kepala n Kepala
Ikhtisar SKPD dan SKPD dan Verifikasi SKFD SKFD Perundang- | Undangan Perundang- | n Kepala Daerah dan | Daerah dan
Realisasi Laporan Laporan Keuangan Undangan Undangan Daerah dan | Waldl Walil
Kinerja SKPD | Hasil Hasil SKFD Wakil Kepale Kepala
Koordinasi Koordinasi Kepala Daerah Daerah
Penyusunan | Penyusunan Daerah yang
Laporan Laporan Digediakan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Tkhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja Kirerja
SKPD SKPD
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Rencana Strategis (RENSTRA)}
Bekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 20242026
Sub Terlakganan | Jumiah Sub Terlaksanan | Jumlah
Kegiatan ya Pegawai Kepiatan ya Medical Orang yang
Pendidikan | Pendidiken i Berdasarka | Pelaksenaa | Check Up Mengikuti
dan dan n Tugas dan | n Medical Kepala Medical
Pelatihan Pelatihan Fungsi yang | Check Up Daerah dan | Check Up
Pegawai wei Mengikuti Kepala Walil Kepala
Berdasarka | Berdasarke | Pendidikan | Daerahidan | Kepala Daerah dan
n Tugas n Tugaes dan | dan Wakil Daerah Wakil
dan Fungsi | Fungsi Pelatihan Kepala Kepaln
Daerah Daerah
PROGRAM Pragram:
SASARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR Hasaran:
Terlaksananye Administrasi Tata Kelola Perangicat Dasrah dengan Baik
KEGIATAN Kegiatan Kegiatan Kegla Kegiatan
BASARAN Penyedinan Jasa Penunjang Urusan Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Dasreh Penunjang Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang
INDIKATOR Pemerintahan Daersh Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Dacrah
BUB Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Unit | Sub Terlaksanany | Jumlah
KEGIATAN Kegiatan Jaga Laporan Kegiatan Barang Paket Kegiatan Kendaraan Kenderaan Kegiatan a Gedung
BASARAN Penyedisan | Komunikasi | Penyediaan | Penyediaan | Cetakan Barang Pengadaan | Dinas Dinas Pemelihara | Pemeliharan | Kantor dan
INDIKATOR Jasa , Sumber Jaga Barang dan Cetakan Kendaraan | Operasional Operagional | an/Rehabil | n/Rehabilita { Bangunan
Komunikasi | Daya Air Komunikasi | Cetakan Penggandaa | dan Dinas atau atau itasi ai Lainnya
, Sumber dan Listrik | , Sumber dan n Penggandaa | Operasional | Lapangan Lapangan Gedung Gedung yang
Daya Air Daya Air Penggandaa n atau yang Kantor dan | Kantor dan Dipelihara/
dan Listrik dan Listrik | n yang Lapangan Disediakan Bangunen | Bangunan Dirchabilit
yang Disediakan Lainnya Lainnya asi
Disediakan
Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya Jumiah Sub Tersedianya | Jumlah
Kegiatan Jaga Laporan Kegiatan Peralatan Paket Kegiatan Sarana dan | Unit Sarana | Kegiatan Jaga Kendaraan
Penyediaan | Peralatan Penyediaan | Penyediaan | dan Peralatan Pengadaan | Prasarana dan Penyediaan | Pemeliharaa | Perorangan
Jasa dan Jasa Peralatan Perlengkap | dan Sarana dan | Gedung Prasarana Jasa n, Biaya Dinas atau
Peralatan Perlengkap | Peralatan dan an Kantor Perlengkap | Prasarana Kantor atau | Gedung Pemelihara | Pemeliharaa | Kendarsan
dan an dan Perlengkap an Gedung Bangunan Kantor atau an, Biaya n dan Pajak Dinas
Pertenglkapa | Kantor Perlengkap | an Kantor Kantor Kantor atau | Lainnya Bangunan Pemelihara | Kendaraan Jabatan
n Kantor an Kantor yang Bangunan Lainnya yang | andan Percrangan yang
yang Disediakan | Lainnya Disediakan Pajak Dinas atan Dipelihara
Disediakan Kendaraan | Kendaraan dan
Perorangan | Dinas dibayarkan
Dinas atau | Jabatan Pajaknya
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Tahun 2024 2026
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya Jumilah Sub Tersedianya Jumlah
Kegiatan Jasa Laporan Kegiatan Peralatan Paket Kegiatan Mebel Paket Mebel Kegiatan Jasa Kendaragn
Penyediaan | Pelayanan Penyedlaan | Penyediaan | Rumah Peralatan Pengadaan yang Penyediean | Pemeliharaa | Dinas
Jaza Umum Jasa Peralatan Tangga Rumah Mebel Disediakan Jasa n, Biaya Operagiona
Pelayanan Kantor Pelayanan Rumah Tangga Pemclihara | Pemelibaraa | 1 atau
Umum Umum Tangga yang an, Biaya n, Pajak dan | Lapangan
Kantor Kantor Disediakan Pemelihara | Perizinan yang
yang an, Pajalk, Kendaraan Dipelihara
Disediakan dan Dinas dan
Perizinan Operasional dibayarkan
Kendaraan | atau Pajak dan
Dinas Lapangan Perizinann
Operasiona ya
1 atau
Lapangan
Sub Tersedianya | Jumlah Sub Tersedianya | Jumlah Unit | Sub Terlaksanany | Jumlah
Kegiatan Bahan Paket Kegiatan Sarana den Sarana dan Keglatan a Sarana
Penyedinan | Logistik Bahan Pengadean | Prasarana Prasarana Pemelihara | Pemeliharan | dan
Bahan Kantor Logistik Sarana dan | Pendukung Pendulcung an/Rehabil | n/Rebabilita | Prasarana
Logistik Kantor Prasarana Gedung Gedung itasi si Sarana Gedung
Kantor yang Pendulung | Kantor atau Kantor atau Sarana dan | den Kantor
Disedinkan | Gedung Bangunan Bangunan Prasarana | Prasarana atau
Kantor atau | Lainnya Lainnya yang | Gedung Gedung Bangunan
Bangunan Disediakan Kantor Kantor atau | Lainnya
Lainnya atan Bangunan yang
Bangunan | Lainnya Dipeliharaf
Lainnya Direhabilit
asi
Sub Terlaksana | Jumlah Sub Terlaksanany | Jumlah
Kegiatan nya Laporan Kegiatan a Sarana dan
Fasilitasi Fagsilitasi Fasilitasi Pemelihara | Pemeliharaa | Prasarana
Kunjungan | Kunjungan | Kunjungan an/Rehabil | n/Rehabilita | Pendukung
Tamu Tamu Tamu itasi si Sarana Gedung
Sarana dan | dan Kantor
Prasarana Prasarana atan
Pendukung | Pendukung Bangunan
Gedung Gedung Lainnya
Kantor Kentor atau | yang
atau Bangunan Dipelihara/
Bangunan | Lainnya Direhabilit
Lainnya asi
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Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 20242026

Sub Terlaksana | Jumlah Sub Terlaksanany | Jumlah
Kegiatan nya Laporan Kegiatan a Mebel yang
Penyelengg | Penyelengg | Penyelengg Pemelihara | Pemeliharaa | Dipelihara
araan araan araan an Mebel n Mebel
Rapat Rapat Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKFD
[ PROGRAM ' Pragrm:
SASARAN PROGRAM PENUNJANG UURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR Basaran:
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Baik
Indikator:
Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/Sesuai Regulasi
KEGIATAN Keglatan Kegiatan Esgiatan
SASARAN Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penataan Organizasl
INDIKATOR
Sub Kegiatan Tersedianys Jumlah Paket Sub Kegiatan Terlaksananya Jumiah Laporan Sub Kegilatan Terlaksananya Jumiah
KEGIATAN Penyedinan Kebutuhan Kebutuhan Fagilitagi Fagilitasi Haasil Fasilitasi Pengelolaan Pengelolaan Dokumen
SASARAN Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Tangga Keprotokolan Keprotokolan Keprotokolan Kelembagaan Kelembagaan Pengelolaan
INDIKATOR Rumah Tangga | Kepala Kepala dan Analisis dan Kelembagaan
Kepala Daerah Daerah Daerah yeng Jabatan Analisia Jabatan | dan
Disediakan Analisis Jabatan
Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Paket Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Laporan Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyediaan Penyediaan Kebutuhan Faailitasi Fasilitasi Hasil Faailitasi Fasilitasi Fasilitasi Hasil Fasilitasi
Kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Komunikasi Komunikasi Komunikasi Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Rumah Tangga Rumah Waldl Pimpinan Pimpinan Pimpinan Publik dan Publik dan Publik
Wakil Kepala Tangga Wakil Kepala Dacrah Tata Tata Lakeana dan Tata
Daerah Kepala Daerah yang Disediakan Laksana Laksana
Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Paket Sub Kegiatan Terlaksananya Jumiah Laporan Sub Kegiatan Terlaksananya Jumiah
Penyediaan Penyediaan Kebutuhan Pendokumenta | Pendokumentasi | Pendokumentasian | Peningkatan Peningkatan Dokumen
Kebutuhan Kebunthan Rumah Tangga sian Tugas an Tugas Tugas Kinerja dan Kinerja dan Peningkatan
Rumah Tangga | Rumah Sekretariat Daerah | Pimpinan Pimpinan Pimpinan Reformasi Reformasi Kinerja dan
Sekretariat Tangga Sekretariat | yang Disedinkan Birokrasi Birokrasi Reformasi
Daerah Daerah Birokrasi
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Tahun 2024-2026

BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam
rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, diuraikan dalam tujuan dan
sasaran.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan
arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah
secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif

(berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2014-2026 adalah sebagai berikut:

77



Rencana Strategis (RENSTRA)
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Tahun 2024-2026

Tabel V.1
(T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) :

Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Indikator : Nilai SAKIP

Tujuan Sagaran Btrategi Arah Kebijakan Bagian
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas - Optimalisasi koordinasi antar - Peningkatan kualitas pelaporan - Bagian Tata Pemerintahan
Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Perangkat Daerah kinerja pemerintahan daerah
Pemerintahan Daerah Daerah - Optimalisasi pengumpulan data

melalui aplikasi ¢-LKPJ
- Sosialisasi terkait format Perjanjian | - Peningkatan Kerjasama dengan - Bagian Tata Pemerintahan
Kerjasama kepada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah lain serta
dalam rangka meningkatkan pihak ketiga
Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah lain serta pihak ketiga untuk
meningkatkan kualitas
pembangunan daerah
- Sosialisasi aturan terkait regulasi - Fasilitasi penyediaan rumah ibadat | - Bagian Kesejahteraan
Hibah kepada masyarakat yang layak melalui penyaluran Ralkyat
dana hibah
- Peningkatan kegiatan keagamaan - Peningkatan pembinaan mental
dan spiritual
- Peningkatan kapasitas penyusun - Penyusunan produk hukum - Bagian Hukum
rancangan produk hukum daerah daerah yang berkualitas sesuai
- Sinkronisasi Produk hukum daerah kebutuhan daerah
dengan aturan diatasnya
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Tujuan ] Sasaran ) Strategi Arsh Kebijakan Baglan

- Optimalisasi fungsi Tim - Pengendalian inflasi dacrah dan - Bagian Perekonomian
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) upaya peningkatan peran UMKM

- Optimalisasi fungsi Tim melalui optimalisasi digitalisasi
Percepatan Akses Keuangan - Peningkatan edukasi serta
Daerah (TPAKD) infrastruktur literasi keuangan dan

inklusi keuangan pada masyarakat

- Meningkatkan promosi Promosi Kabupaten Pasuruan
produk unggulan dan produk - Peningkatan Promosi produk
UMKM Kabupaten Pasurnan unggulan dan produk UMKM
melalui event pameran tingkat Kabupaten Pasuruan melalui event
regional maupun nasional pameran tingkat regional maupun

- Sosialisasi KUR, fasilitasi entry nasional
data calon debitur sosialisasi KUR | - Percepatan penyaluran Kredit Usaha
dan monev Rakyat (KUR) dan akses keuangan

daerah

- Fasilitasi penyusunan progress - Optimalisasi penyelenggaraan dan - Bagian Administrasi
report kegiatan pengendalian program pembangunan | Pembangunan
{pulanan/triwnlan/semester dan secara berkala
tshunan) melalui aplikasi SIAP
SATYA

- Meningkatkan ketertiban dan - Mendorong Perangkat Daerah dalam | - Bagian Pengadaan
ketepatan pemanfaatan sistem Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
pengadaan

- Seluruh PD menetapkan dan
mengumumkan RUF pada SIRUP
sebelum 31 Maret tahun berjalan
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Tojuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Bagian
- Meningkatkan koordinasi dengan |- Mendorong peningkatan penggunaan | - Bagian Pengadaan
BPBJ dalam rangka persiapan produk dalam negeri dan Barang/Jasa
dan konsolidasi pengadaan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha
barang/jasa Kecil, dan Koperasi melalui
- Penggunaan Produk dalam negeri | percepatan pelaksanaan pengadaan
dan produk UMKM dengan barang/jase pemerintah
memanfaatkan katalog elektronik
dan toko daring (e-
purchasing)
- Mengoptimalkan anggaran dalam | - Tertib administrasi pembukuandan | - Bagian Umum
rangka mencukupi ketersediaan pemenuhan kebutuhan pimpinan
kebutuhan pimpinan dan dan kesekretariatan daersh
kesekretariatan daerah
- Melakukan koordinasi dan
komunikasi dalam rangka
penyusunan perencanaan
kebutuhan dengan lebih baik - Peningkatan kualitas dan
melalui RKBMD dan RKPBMD kompetensi SDM di lingkup
- Meningkatkan kompetensi SDM Sekretariat Daerah
di linglup Sekretariat Daerah
melalui pembinaan
- Melaksanakan Sosialisasi/ - Peningkatan kualitas AKIP dan RB - Bagian Organisasi
asistensi/pendampingan untuk Pemerintah Daerah
meningkatkan kualitas AKIP,RB, (- Peningkatan kepatuhan PD terhadap
dan pelayanan publik kehijakan penyelenggaraan pelayan
publik
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan Bagian
- Penyampaian data perencanaan - Peningkatan kuslitas penyusunan - Bagian Perencanaan dan
yang alcurat dan tepat waktu dokumen perencanaan, Keuangan
- Monitoring dan evaluegi capaian penganggaran dan evaluasi kinerja
ldnerja Sekretariat Daerah secara
berkala
- Pelaksanaan administrasi - Tertib administrasi dan ketaatan
penatausahaan keuangan yang pada regulasi dalam pelaksanaan
sesuai regulasi memenuhi unsur penatausahaan fverifikasi keuangan
efektifikas, efisiensi dan di lingkup Sekretariat Daerah
aluntabilitas
- Mengoptimalkan kegiatan - Peningkatan kualitas fasilitasi - Bagian Protokol dan
fasilitasi keprotokolan, keprotokeolan, komunikasi pimpinan Komunikasi Pimpinan
komunikasi pimpinan dan dan dokumentasi tugas pimpinan
dokumentasi tugas pimpinan
- Meningkatkan kapasitas SDM
fasilitsi keprotokolan dan
kehumasan melalui diklat dan
workshop.
- Meningkatkan sarana dan
prasarana dokumentasi pimpinan
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Tahun 2024-2026
BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan perlu disusun rencana program dan kegiatan. Program adalah
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana program dilengkapi dengan indikator beserta target capaiannya dan
pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan
program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang direncanakan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026, Sekretariat Daeerah membuat rencana
program, kegiatan dan sub kegiatan serta indicator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah didasarkan
pada tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 - 2026 ada 3
program, 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan. Sedangkan Daftar Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan target Kinerja serta
Pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Tabel 6.1.
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Sub Pelak Tark ik rmdah Eob Hasil 14.325.659.433 3 Dokumen 15.185. 198 999 3 Dokumen 16.056.310.939 3 Dokumen 17.062.089.596 { 3 Dokumen 40,343,589.534
Kebijakan, Bvahuasl, don Evaduzsi, dan Capsian KebGakan, Evaluss), dan
Capaian Kinarja terksi Kinerjn Terkat {Capaian Kinerja Terkyit
ecsajahtaraan Sosial Kese[ahtaraon Sosial yang Soshal yang
Maliputi Urugan Soslal,  Mediput] Unusan Sostal,
dan Perlindungan Ansk, dan P:rln&ungan Anal:,
Admirdstras! {Administrasi Kependudukan
| Kerpanduduicen Dun Dan Pencatstan Sipil,
Pencataian Sipl, {Pemberdayasn Masyarakat
Pemberday ¥ dan Desa, Pengendals
dan Dewa, Pengendalian Perduduk dan K8
Fenduduk dan KB
Suls bk ¥ Jumlah el 1B5.000.000 | 30 dokumen 156, 108.000 38 dokumen 207 866.000 I dokumen 220.337.560 |90 dok E24.503 50650
bijakan, Evaluasl, gan Evaluasi, dan Capaian Kebfakan, Evaluas), den
(Copaian Kinesja tarkakt Kinarjn Terkak Capakan Kinerja Terkak
yang Matput Urucan g Maliputi Urasan
Kepernudaan dan Dlshraga,Kepemudaan dan Qlnhraga,
j Kebudayaan, ] Kehndaya;n, Perpusiakasn,
Trantibum Linmas Linmas.




et ey P o 1y oy Pottdmeii,
O s e 3 e Tabu Koyl gt pads slsic parioce m
Ea EEE * iuan teseren Frogrem | Duis Cipclon ) ol
Easarar Knde — OgTam/ dun Subl Aot A1 P frevee) Tl 2038 Tahun 2025 Tohun 2016 e b il P Lorkoed
e fossigeu) ]
Torgt
Tarpwt Kinarje &y Taspat Wirakts Ry Torpet Kinatin ry Uinecls L4
£ R ] (5] I ) T] 5 [0 Gl 15 13} D4 5 T2 5]
Keghutne Fusiibin dan Torsodinaym fasitas indikator Esxiatan : 206768680 L BE5174.001 100% POb RS 200 100% $E0.AT4A00 1P 2722534499
Koprdinas Hukum P woduk P Enpliites
heskumn ciaernh, barien | panyusunem prodik hiskum
holoum ssrth diaarah, aniwan holum
pandok dan di rarte
o % dan pengelolaan intenmest
haseum hubormn
Sub Keglatan Fasilitast TerfasRitustnya Penyusuman] humish Prockk Hukum WE509.960 | 200 Produk 304.103.379 | BO0 Produk 321,340,562 | 800 Proguk 341,690,557 | 2408 Produk 968,143 518
Penyusunan Produll Hukum  Produk Hukim Dasrah 1 Dawrsh yang Dhsusun Hukum Hukuty Hukim Hukum
Daerwh
Sub Kaglaten Foslitasi Bantuan Terdaksananyas Fagllitast  {hamish Kmsus yang 249,889,500 | S Easus Hukym 264,883,204 | 5 Ksaus Hokumn 2B0.776.292 | 5 Kasus Hukum 297622870 | 15 Kasus B43.282.456
{Hukum Bantusn Hikum Mandopatkan Fasiio Hukum
Bantusn Hukum
_rSub Kagiatan Tedaksananye Jumnish  Produk  Hukom HIS85.800 | 8O0 Produk 285158108 800 Produk A3.I5HA6 B0 Produk 321.560.081 | 2400 Produk 911108525 |Bagian Hukum |Kebupaten
F Produk Pendok ian Produk [dan  Pengelolean Hukum Hukum Hukum Hukum Pasiarann
Hukym dan Penpeiciasn Hukum dan Pengelolaan Y Informasi Hukum yang
Ierformasi Hukum Informasi Hukum | Didokumentasi
1.2 prdligtor Sasaren ; 100% 100% 100% 0o
Prsioasriras Eghlinioan
Parskonomisa dan
Pesbanginen Daerah yang
dicnclak lamfurtt
PROGRAM PERERONONHAN | Tersadonyd kabiukan | incilator Program 100,195,746 100% 1527.154.160 100% 4L 100% SIEALZEAZ | 200% 10503663995
DAN PEMBANGUNAN % ko o SOA, laporan
otk dan dats pelnhsanasn Kebiskan
|pembangusan serta parakonomisn , S04 dan
pangslotsan pengadasn | PFembangunen des
{berangjasa penpaiciomn pangadssn
fiasa yang
Hthncaidenfii] party
tersecisnys deta
pembangunan yang
= sa-surnl regubasi
Kngiatan Patak Toriak Ingiiator Keaiptan = 991517 987 100% 1.081.337.067 100% 1.114.406.652 100% LIRLI7A0S | 200% 3.347.000.854
e ]K % Doursh tarkaRt | Percontacs pevummusen
Bidang Perskonomian, Kahiiakan Dwarah terkait
{Perencanpan dan bidarg Parslonomisn,
Mo Kec yang mra
Ditindakiseitt) sevusé kil yany ditindaltanhil
{lstantumn yang Seriaku  Jseval keterstuan yang
beriakis
Sub Keg elinas, Terhak Jurmiah Dolumen Hasi 256.244.000 | 20 dokumen 2713.738.640 | 20 dokumen 250.162.959 | 10 dokurnen 301.572.737 |60 dokumen 871.470.336
|sinkeonisasi, Monkoring den  {Koordinas, Koordinast, Sinkronisast,
Evatuast Kebijal | Monitoring | Monttoring dan Evaluss!
BUMD dan BLUD dan Evatussi . flakan Pengelok
Pengelckzan BUMD dan BLUD
lBUMD dan BLUD
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Tormmt Kineris P sian, = =
i nehastor [ wTs Linkt Karje
Progrem o kagintam, S | SESATVMSS | g o cosnrynprogam | Bota Capaian pach Tahus e LT A - Eonic sina« cad KT £ e L oot |
|~ T T Kagletan l ) dan o Py (202} engtra Paranghat Derrah Gasrah
[outpin} [
Targmt
Terget Kinetja np Taigat Knade np Tarmst ldatia M e By
] 3 18] o ) T} ™ i) [¥] 112 ([} i) s 1 1
Sub Pungencailan dan Jurniah Lapocan Hasil 148330987 | 40 dokumen 157230847 | 40 dokumen 156564 658 | 40 dokumen 175.664.580 10 S00.580.125
istribyusi Py F datigh dan Pengendalian dan Distribusl dokumen
Distribiasl Perek: L Perek
Sub Eegl F dan o Jumiah Bokumen Hasi S85.243.000 (30 dokumen 620,357 580 30 dokumen 657.579.038 30 dekurmen E97.032.778 {90 dokumen | 1574.970.392
Pen; k | ey P dan Perencanaan dan
owol] {Pengawasan Parigawasan Ekenom) Mikio
Kecil
Yett Yook Kebueten | ingiaios Kagiytae - 6200000 | 100 197372000 0% 09,214,320 o0% 21757180 | S00% 3353500
WabPukan Torkakt Sumber {Dagrah Tarkeit Sumbar Pabirrdatd sbijakan
Dy Alman Drn Alim yong daprnks tyrialt sumnber days
ditindsideniutt wlar yang ditinciaithajth
Sub Kegl Koordinas Tertak Koardinagi, |humish Dob Hasil BO.000.000 | S0 dotumer 63.600.000 40 dokumen B7.416.000 40 dokismen 71.450.960 130 2024769650
Sinkronisas dan Evahias! Sinkronisash, don Evaluasl | Kaorgingsi, Sinkrenitas, dan e
K ablfakcan Pertanian, biakan Urusan 4 askcany Urusan
Kehutanan, Kelutan dan Permnian, Fangan, Pertanian, Pyngan,
Perikanan L el don J dun
Prrikanan, Perd, Perik Perdag
{Perindustrizn, ¥LUKM, Perindustrian, KUKM,
Fenanwman Modsl. Tenaga |Penanaman Modal, Tenagm
{Kerja Kerfa
Sub Keg Kiras) Tertak Koordinasl, |Jumiah Dok Hasit 126.200.000 | 1i codkumen 133.772.000 10 dokumen 141798 34 10 diokurmen 150.306.220 | 30 dokuman 475.876.540
Sinkrondsas! dan Evaium! |Sinkronisasi, dan Eveluzel | Koordinasl, Sinkronkas, dan
Kebijahean Enangl dan Air Kablakan Urusan Energi | Evaluasi Kabjjakan Urusan
dan Ak, Paksrjaen Umum  |Enengiden Alr, Peleriasn
dan Pehataan Ruang, Urruirn dan Pendtaen Ruang,
Perumahan Rekysdl dan  [Perumahan feloym dan
Kawasan Permuliman, [Kawasan Parmukime:,
Pertanahan Pertanahan
Torzedpary i dan |inclkator Kasatan ; 02336124 100% £38.455.083 100% E76.751.399 100% TATIE8 148 100% 1032585637
diwinistes) PEMbARG dute L ' Al
bupatsn Pa data yang
divedhian
Stab Kegirtan Faseasi Terioksananya Fasitest Junish Dolumen Hasl H5.396.190 Zdokumen 260.121.082 3 dolkurmen 275.719.407 3 dokumeh 203273172 | 9 dokemen £28.124.661
Penyusunan Program Fenyusunan Frogram Fasiiias! Parsyusunsn
Pembangunn Pambangunan Prograrn Pembangunan
JPanrah
Sub Pe dalian dan Jurdah  Laporan  Hasd 163978004 17 laporan 2056167800 17 laparan 217.953.787 17 leparan 251031045 | 5% laporan 455601582
Evaluast Program Pengeswdalion  dan gandsisn  dan
Pembangunan | Evahunsl {Evaluasi Frogeam
| Program U Pemb
[s..n F h Terlak Jurniah Laporan Hasl 162939840 1%laporan 172.716.231 18 izporan 183.079.205 19 bporan 194,062,958 | 57 laporan 54985950
Evaluasi dan Pelagorn Pangelolsan  Evalpasi Fengelctuan Evaluas dan
Pelak Pemb dan Pel Pl {Palaparan Pefak
| Pembangunsn {Pembangsnan
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Torpe: KGinar}s Progrene: den Crpegios Pisl e en
i L it it
Srogram dan Kagivtm, Syt Winesje TujmsnSamrynProgrem | Dats Copaler pads Tahun Konaflsl Ktvprin pucde nifvir' paciods P it
o Kaguion h"""‘""”"'""'l o [ } o Kagh o {202 et TShon e Frahum Jozs; Renetrs ParsngiotDeersh  [DoecshPunang]
[eagisy Rng-jawad
Target
Terpet Mnarje L1 Tamgat Kindtie L Torget inatia L] Kot} L]
W 0 0] Gl (L [ & IF ] [ 1i2) [F) T4 5] Tag N
[Kegtatnn gl ol Taripk: [ Ind¥catoy Kagtuian ;- 1.DET.DEL 63 100 1,700.000,000 100% 253,000,001 100% A093.TH. 3 T00% £.595. 710,004
[Porgadaan Barengdan lass | kebiak dol F =
yang ditiscaidanjut) sesust | pengadasn berang/lass
yang berie yang |
ketentusn yang berisiu
lSub ¢ Terkelolanya Penga Jumish Dokumen Husl 1.014.371.635 175 Dok 2000000000 175 Dok 2.120.000.001 175 Dok 2,247 200.002 525 Dok §.357.200.003
Pengedsan Barang dan hwsa Barang den Jasa Pengeiulaan Pengadasn
Barang dan iasa
Sub Kegl gek Terkalolany Lay Jumiah Dokumen Hasil 3, 290.000 S Dok 250,000,000 5ok JE5.000.000 5 Dok 2B0.900.000 15 bok 795.800.000
Layanan P dasn Secara Peng Sacars Layanan Pengaduan
[Ecirond: Elakctronik Secars Ewkreni
Sub Kagi L dan | Tariek Jumish Grang yang 30. 200000 250 Orang 450.000.00¢ 250 Orang 477,000,000 150 Orang SO5.E20.001 | 7500rang 1432620001
dwolasi Penga ®arang  |Pemh dan Mengikuti Pembinaan dan
dan e Pengadas chegrkcasi A Barang
farang dan lasa dan Jasa
1.3 Inckptor sapmrpe:
Perstakete Tats Keloly
Pamarintahan Duarsh
L. Meninghatrog 2.1 indikator Suspcan ; Milsl
Adaaniabiiitrs Kinarja SRR Satrin
Porangiat Datrah
Terlokranaive [inciticater Brogram 37.348.289.503 100% 20782957 .54 0% 43,307 935.013 100% 45902 211031 1B0% 130,477 570091
Adminisarasi Taca Geloly  [Persentoss
Parangkat Daarwh dengen {lsx
balk sdwinictracl PO yaag
b/ sesuml reguinst
F_‘ * |inciikatoy Knaistan : 130589 400 100% 13.741.764 100% 147667331 100% 155000972 bli-. B364ETHH0
!Dmlﬂ: kepagawalan yang akuray
e stugl ketwriagn
Sub Kugh Monhork rk Jurslah  Dokumen $.003.900 | 10 Dokuman 6458534 10 Dokumen B.BA7.107 10 Dokurman T7.257.934 {30 Dokuman 20.564.575
{Evaluast, dan Penilaian Kinerjs | e Evalunst g Evalupsl, dan
{Pagawsi dn Peniladan Kinerla Peniaian Kinerja Pegewsi
Pagaws
Sub Kegl gon Teknis | Terk ¥ 1y Hurmlyh Orang yang 124,795,500 B0 Orang. 131.93.730 2 0rsng 1a0.220.224 EDOrang 148.633.438 | 240 Crang 421.136.892
Implettentas Peraturan Taknks i Aenglkyts Bimbingan Teknk
Perundang-Lind v N oty | p
|Undangsn Ferundang-Undangan
Sub Aeg Pencedlkan dan ¥ nmilgh Pegawal e - 100 Orang 124.000.000 100 0ng 131440001 100 Orang 135.126.402 { 300 Orang 354.766.403
Peiaithan Pegawii Berdasackon {Fendidikan dan Pelatinan | Tugas dan Fungpi yang
Tugas dan Fungs] {Pegvwa s Mengiuti Pendidian dan
dan Fung Pelathan
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i gt R Fromeern o o P
" I Irncliowbor Kinerjn Link Kerin
Proggram o Sub = ; Tujuwn Saseran Progprse | Dots Capalan pade Tabow Nondiet Kineris paals aliir pericde Timsisbicist
gy inglatan e et e 3 o Mgl il {20z L~ o] s Runsira Pacanglont Dearsh BF i et
[t ] pung-lmwab
Torget
Torgnt Kinaria = Tautpat Kinarje Rp Target Kinorjn Ap oo L
0] 0] 6] ] ] I} T] ) %) GiE 13 i) 5 __ 7} e
Kngintan Ack ] Teslak L v | incHioutor Enaiakng 1561. 751002 100% 1555 456533 100%, 1754 754,351 100% 1850071 414 0% 5170.31).608
X dari fonal | Adminlstras Kewshg roo
Kapaka Dasrah den Walh dan A Knpal purasionsl KDH / Wakid
Kapals Dasrsh Daarsh dan Waldl Kopsia | KDH yang tarpanuli
{5ub Keglatan Pemyediaon Gajl [ Tersedianya Gajl dan Jumish Drang yang 273,887 494 | 2 Orang/ Butan 290,320,744 | 2 Grang/ Bulan 307.729.950 | 2 Orang/ Bulan 326204380 | 6 Orang/ 924,265 14
dan Tunjangan Kepala Caerah  [Tunjangan Kepala Deersh  |Menerima Gali  don Bulsn
dan Wakil Kepabs Dasrah dan ‘Waki Xepala Dagrah  [Tunjangan Kapais Daarsh
dan Waki Kepata
Dasrah
Fuh gt yad Tersadlanya  Pakalan umivh Pakat Pakplan 155.176.000 5 Faket 164 AER G20 & Pakat 174.358.001 5 Paket 184819482 | 15 Paket 513.666.16F
Pakalan Dinas dan Atrfbut Dinxs  dwn Atribat Dinas dan Atribut
Ketengkapan Cepaln Dasrah | Kedengiapan Kegdle {Kelergkagan Kepais Daerah)
dan Wakll Kepala Desrsh Dwarah den Waki Kepais {dan Wekil Kepals
Bacrah Daerah yang Disediakan
Sub Pelak Tarki Matical Jurmiah Orang yang 921537 952 20rang SB.050.130 20rang 103.975.644 20rang 110.212.183 | & Drang 312.280.057
Madical Chack Up Kepata Chack Up Kepals Dasrsh | Mengikut! Medicn! Checlr Lip
[Dascah dan Wkl Kepate dan ‘Wakil Kepaia Daerah | Kepata Daerah dan Wakil
Dmerah Kepata Daerah
Sub Kegh ] Dann | Tersadl Danm Jurrkah Orang vang 1.040.144.57¢ | 2 Orangf Bulan 1.102.557.279 | 2 Orang/ Bulan 1.168.710.716 | 2 Ovang/ Bulan 1238883350 | EOmng! 3.510.101.354
g Op il Kepals |F jang O | Meanarima Dane " ] Guan
{Dxrerah dan Wakil Kapsin Kapaia Daerah den Wakl  |Operssicral Kepals Dasrsh
Daarah Kapais Dasrah dan Wakil Xepals Datrah
Kngistan Pasywdieun lacs | Terpenuhinya penunjang | Iomikator Kngisten SITLIETAN 100% SA7LI43.533 100% BOLLGEA AN T00% FATIANS.200 |  100% OB ATLEM
Pamn|sng Ueusan k Jasn i}
| Pastwairiniahen Daarsh joparsional kenior yang
{rersedia
Suly Kegiotan Penyedlaan iase | Tarsacianya Jesa [anlah Laporan 2,143,114 765 S0 Lapotan 23T 01651 90 Laporan 2.520353.751 9 Laporan 2,671 585,577 | 270 Laporan 7.569.650.979
{Komuniias!, Sumber Daya Ak [Komunikasl, Surnber Daya |Penyediaan Jua
dan, Listrik Alr dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
A" din Listrik yang
Disediakan
{Sub Kegiatan P dlaan iata | Tarsed Jaza Peralstan]iamiah Laporan Peoyediaon 207.412.000 | 10 taporan 315.256.70 30 Laporan 334172124 10 Laporan 354,222,452 | 30 Laporan 100365129
Paraistan den Pecnghapen  |dan Perlengioapan Java Peralatan dan
Konior Kantor {Perianphapan Kantor yang
{Disediakan
Eub Kegiatan Penyedinan jasa | Tersedlanya fasa Pelayanan [Jumiah Laproran 2.810.740.720 85 Laporan 2.979.35.164 BS Laporan 15814837 B85 Laporan 3347 £37.171 | 295 Laporan 2.485.170.60%
{Pelayanan Umum Kandor Uimum ksntor {Penyediaan Jasa
{Pelayanan
Umum Kantot yang
Deediakan
ﬁ-‘-ﬂn Umum “ Toeharbulk 30iE.5184T8 106 3,196.069.581 100 1IN GALTSE 100% 3.50% O02.667 100% 10177 S54.008
Porsnghat Dasrsh umim ghut deerah 5y
kaartuhun wewum BD
Sub Kag et Ti H Barang hurnlah Faliet Sarang 198.508.515 4 Pakoet 210.419.026 4 Paker 223.044. 168 4 Pakat 236.426.819 12 Paiet 669830093
Bacang Cetakan dan (Cetakan Don Penggendaan [Cetskan dan Penggandaan
Pengaandaan yong Disediakan
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Torpst Kinarie Progrem dan Kasengia Pendanaen
= Seanmn / Kool Indikmtor Kinarjs . Ut Mt
Pragre den Kngh ~ o ead TulanSssersnFrogrese | Oatx Copatan Talum oundit Whnein g alivir paviods Parangiort
Spuran Kt | Program/ i ] dan Kag sl Py e Tabim 24 Tabun 3033 Tahuan 1035 ® b ot 0 p Lol
- lowtpan) [l ]
Targat
Tanigwt Kinaria Rp Vorgat Wnacje L] Torgst Kinarle L] narle L4
] e ) i) IC] 5] 7] ] 0] i T I 156 {16} [
Sub Pampadi Tetsnd| feralatan Dan [humiah  Paket  Purslstan 131.901.300 7 ek 139.815.378 T Palwt 143.304.301 7 Paket 157.096.560 | 21 Paket 445.136.239
Peralsten dyn Periengiapan | Perlenghapan Kentor den  Perengkepsn
Kaninr Kantor yang Disediakan
[5ub Kegistan Permyeds Tersed| Paralatan burniah Pakat Paraistan 197,271,520 B Fuhat 315107833 2 Faket 334.014.303 APaket 3SA.055.462 | 24 Paket 1.003.477.298
Rumah Tanggs Rumah Tangga Rumgh Tangga yang
Disediskan
Sub Kegiatan P i Tarsadk Eshan iogietk {fumish Pakat Bshan 256.672.610 G Pakmt 2NOILIGT 6 Paket 8.297.346 b Pakat 305701987 | 12 Pakmt BE6.171.500
Bahan Logistik Kenior Kantor Loghth  Kantor yang
Dok
Sub Keglatan Fasiftasi Terlsksanarya Fasiftar  {iumiah Laporan Fockitasi 1431560.733 | 58 Laporan 1517454377 | 55Laporan 1608.501.680 | 55 Laporan L705.011.729 | 165 tagoran 4,530,967 7%
Kunjungsh Tarmy Kunjungan Tamy Kunjungan Tamu
Sub yulnggaraan | Tariek umiah  Laporan F00.000.900 | 360 Laporan 742000000 | 360 Laporan 786.520000 [ 360 Laporen B350 | 1080 2.362.231.200
[Rapat Koordimes! dan | Penyslenggarann Penyslenggarazn  Rapst Laporan
Kongultasi SKPD Ragat dinus! Dan Koordinasi don &) iash
Konsubas SKPR SKPD
[Keghotan Pongedamn Barang ge weieas [incbator Kwinian LA 10T 520 100% 1521322094 100% 1411.602,200 I00% 1769358340 | 10u% 4503.793.200
Ml Dascwh Prrrungs B0 urmsn M duan S0
K F 4 bDawrah  |p Hrtahs darah o barcn o
Sub Keg Pergod Ti ¥ Kend, Iuemdah Lindt Knndaraen 16.586.000 2 Unit 17.581.160 1 Unit 18,638 030 1 Unit 19.754.192 B Unit 55.971.282
Kentaraan Binas O Dinas | wtau | Dinas Opsrasional atau
atau Lapangan Lapangan Lapangan yang Disediakan
Sub Kegh Shrana) lanys Sarans Gan [fumiah Unit Sorana dan 1088045760 | A0 URR 1239.171604 WUk 1.307.163.9%6 RN 127380716 | 120Uk 3.607.565.406
dan Pracarana Gedung Kantor  JPrasarsns Gadung Kantor |Prasarana Gedung Kantor
Atau Bangunan Leinnwa ata Bangunan Lalnnya atau Bangunan Laknmys yang
| Dtsediakoan
Sub Kagiatan P Wabel[T: Mebal iumish Paket Mebel yang 320,656,000 5 Poket 39.915.034 5 Paket 360.309.937 5 Paket 381528523 | 15 Paket 1.082.153.505
Dnged imban
[5ub Kegfatan Pengadsan Sscana) Tarsadianys Sarana dan |Jumiah Unit Sarana den mowTe0 |  12Unk 30.654.996 12 Gt 32450283 2 Uit 39.443598 | 36Unit 97.593.087
i duturg o Pendukung b ARt
[ Gedung Kantor atau Bangunen [Gadung Kantor atau Gedung Kantor slaw
fLasinriya | Bangunan Lalnmya Bangunan Lathya yang
Dlsedinian
Naghutnn Permatieroan Boareog| Tersedianys BMD yang |inciator Yegiatan LMIITHETS 100% LI6IZASE 100% 3.085.270.906 0% 1.IM.386.61 100%, 9.266.290. 496
8k Dagrah dapat beropevesi dengen | Persentase BMOD kondisi
Urusam Pernerintahan Daarah [balk balk
Sub Kegiatan Terlaksanawa lummitah Geclung Kantor dan 116.660.575 | & Komplsls 123660316 | 6 Kompleks 131079935 | 6 Kompheks 138,944,732 18 393 694903
Permel [ ey rrshsbiicst |8 Lainoys Gatung Gaiung Gedumg Kompleks
| Gedung Kantor dan Bengunan | Gedung Ksntor dan yang Gadung
Lainnya | Bangunan Lainftwa Dipedihara/Direhabbitas
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Tanget Kisaria Program den Kerengka Pen
/ Insatyt Himana Unit Kasin
[Eronm i Komirm, Tl = ,__' sl Tujunas 5 Dradn Capalan pade Taun| ortiad Wil i i prrloin [Fomemtmarte o
Tujut Snapran Ko PR % o = Talun 20 Tahun 2035 Talwn 1035 ioknd
s 5 i =t i A P en Rmnstra Parsnglon Dasrsh Jiran-oh Permap]
Trflrma ' i sk
Vargirt
Target Minede L] Tanget Kinarje L4 Target Kirarrle Rp Hinerje g
i ) i 6] 6 5] ] ) T} ] {5 - 134 115] i) A
Sulr Kegiatan Penvedisan lasa | Tersedianys lasa lurmlah Kendarsan 245, 2600000 4 Unix 365.912.000 4 Unit 3B7.966.710 4 Unix §11.138.724 12 Uri 1164917 444
Parditaraan, Bisys F Bilwya F gan Dinda st
Pemelinaraan dan Fajak Pemell dan Fafak | Kend Binas Jabatan
K F gan Dinas d L, T yang Dipsihare d
atau Kendaraan Dinas Jabstan | Dinss stau Kendarsan Dinas|dibayarkan Pajakoys
Jabatan
Sub Penyedizanjam | Termedianyaias Jumiah Kandsraan Dinas 1964542000 | 60 Unk 2103614520 60 Unkt 1.279.631.992 0 Unit 7363621276 | 180 URR £.697.067,185
Pamaliharaan, Blaya Pemaliharsan, Blava Operasionst atau Lapangan
Pumaliharsan, Pajak, dan {Pemalihavasn, Fajsk dan  |yang Dipehars dan
Perizinan Kendarsan Dinas {Parizinan Ksndaraan Cinas [oibmyarken Pajok dao
0 ional siau Lapanga 0 d ata L i
Sub Kepiatan Tertaksananya Jumiah Sarana dan 161484800 320 Unit 171173888 320 Unit 1B1.444.322 320 Unit 192.330.562 { 950Unh 544.999.192
Permeli P T e IRahablbitasl [F Getlung Kantor
Sarana dan Prasarana Gedung  |Ssrena dan Pratstace atau Bavgunan Lainnya
Kantor stau Bangunan Lalnya {Gedung Kantor atau yang Dipadihara /
Banguran Grahabiitas
Luinnya
Fuh Keginian Tetmkssnanys Hmish Sarana gan 18212000 | 23000k 153047201 250Unk 132823004 | zsolak T40.792,395 | 750 Unk 398.020.109
Pamel /Rehabiftaci Pemebh fRehabiifasl |F Pend g
Swrana dan Prasarsna Sarana dan Prasecana [ Gadung Kantor atau
Pandukung Gedung Kantor | Pendukung Gedung Kantor (Bangunan Lnnya yang
atau Bangunen Lamya atau | Dépeiiars, Dirah sbililas
Bangunan Lainmya
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Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 perlu dilakukan
pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada
setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui dengan
melihat kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
penyelenggaraan bidang wurusan adalah kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode tiga
tahun yang akan datang (2024-2026) sebagai komitmen dalam rangka
mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan
dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan
capaian.

Dalam penyusunan Rensira Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026.
Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan dapat selaras untuk mencapai target kinerja sesuai dengan target
kinerja yang tercantum dalam RPD Kabupeten Pasuruan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang yang
dilaksanakan Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD adalah Nilai SAKIP , target
capaian nilai SAKIP dapat ditunjukkan dalam tabel VII.1.
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Tabel VIL. 1

Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Tujuan/S8asaran

Satuan

Eondisi
Kinerja
Awal RPD
2024

Target Capaian
Tahun

Kondisi

2025

2026

2026

Einetja Althie
RPD

Transisl
Tahun
2027

(1}

{2)

{3)

Lnd)

{5

n

Tujuan :
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indikator Tujuan :

1. Tingkat Keterisian Data
LPPD Zero TDI

100%

100%

100%

100%

100%

2. Nilai Pemanfaatan Sistem
Pengadaan

skor

25,00

26,00

27,00

27,00

27,00

3. Nilai SAKIP Komponan
Pelaporan Kinerja

skor

12,50

12,75

13,00

13,00

13,00

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Pemerintah
Daerah

Indikator Sasaran :

1.1. Persentase
Kebijakan
Pemerintahan,
Hukum dan
Kesejahteraan
rakyat yang
ditindaklanjuti

Y%

100%

100%

100%

100%

100%

2.1, Persentase
Kebijakan
Perekonomian dan
Pembangunan
Daerah yang
Ditindaklanjuti

%

100%

100%

100%

100%

3.1 Persentase Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Sazaran :

Nilai SAKIP Setda

Skor

45,80

85,85

85,90

85,90

85,90
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Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Habupaten Pasuruan
Tahun 2034-2026

7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK) Sekretariat
Daerah Tahun 2024-2026
Indikator Kinerja Kunci {IKK) adalah indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah secara umum
berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka indikator
kinerja utama dan sasaran dibagi menjadi 3 ({tiga) aspek yaitu Aspek
Kesejahtaraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek daya Saing
Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah terhadap
capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Pasuruan

adalah sebagai berikut:
Tabel VIL.2
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2026
Sekretariat Daerah
e
j v, 2018- Proyeksi RPD Tahun 2024 -2026 | Kinerja —
Indikator Kinerja Pada
No. Dagrah Satuan 2023 Tahun Akhir
Capaian 2023 Target { Target | Target Periode
tahun Tahun { Tahun | Tahun RPD
2022 2024 | 2025 2026

1 | Persentase % 13,44 15 17 20 25 25 {Jumlah pengadaan
jumtah yang dilakukan
pengadaan yang dengan metode
dilakukan kompetitif / jumlah
dengan metode pengadaan yang
kompetitif dilakukan tanpe

metode kompetidf )
x100%

2 | Rasio nilai % 43,18 50 55 60 65 65 {Jumlah nilai
belanja yang belanja langsung
dilakukan yang melalui
mefalui pengadaan fTotal
pengadaan belanja langsung) x

100%

3 | Peningkatan % 567,38 5 10 12 15 15 Jumiah nilai PBJ yang
penggunaan menggunakan produk
Produk Dalam dﬂ;}m;a n*;; !m

. us MIKro,
Negeri dan kecil dan koperasai
Produk Usaha 3 ;
Mikro, Usaha e diad
A PBJ yang
Kecil dan menggunakan produk
Koperasi pada dalam negeri, produk
Pelaksanaan usaha mikro, usaha
o | K e
I
Barang/Jasa il PBJ yang
menggunakan produk
dalam negeri, produk
ugaha mikro, usaha
kecil dan koperasi
tahun [n-1) x 100%
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini
disusun dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi dalam kerangka melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah disusun dengan
berpedoman pada RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Dalam
Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program, kegiatan prioritas pembangunan serta pendanaan indikatif yang telah
diselaraskan dengan target pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Karena itu Renstra ini harus menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Keberhasilan pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditetapkan diharapkan dapat mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas
pokok fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan atau target sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan,
kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurmaan dokumen Renstra

Sekretariat Daerah agar lebih baik lagi dimasa mendatang.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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